
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 11 dan Kotapraja di

Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor73, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-undang .....

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar
Audit Inspektorat Kota Palembang;

berdasarkan pertimbangan sebagaimanad. bahwa

selaku organisasi profesi auditor telah mengeluarkan
Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;

a. bahwa dalam rangka mewujudkan hasil audit
Inspektorat Kota Palembang yang berkualitas
diperlukan suatu ukuran mutu sesuai dengan mandat

penugasan dalam bentuk Standar Audit;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah, Standar Audit disusun oleh organisasi
profesi auditor;

c. bahwa Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia
'.
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PROVINSI SUMATERA SELATAN
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Menimbang



8. Peraturan Menteri .

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemcrintahan Daerah (Lernbaran Negal·s Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20 I5 Nomor 58,
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistern Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 127,
Tambahan Lembaaran Negara Republik Indonesia

Nomor4890);

tentang
RepublikPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara

4.

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nornor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lernbaran

Negara Republik Indonesia Nomor3851);



6. KodeEtik Auditor.....

independen dan objektif untuk menambah nilai dan
memperbaiki operasi organiasi.

5. Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia yang

selanjutnya disingkat AAIPIdiberituk untuk mengemban
amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode
Etik Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 200S tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah.

6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya
disingkat APIP adalah instansi pernerintah yang dibentuk
dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di

Iingkungan pemerintah pusat darr/atau pernerintah
daerah.

merupakan kegiatan memberikan

dan konsultasi (consulting) yang

Pcngawasan Intern

jaminan (assurance)

4.

1. Pemerintah Kota adalah Pcmerintah Kota Palembang.
2. Walikota adaJah Walikota Palembang.

3. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Palembang.

Pasal J
KETENTUANUMUM

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

PERATURANWALTKOTATENTANG STANDARAUDIT
INSPEKTORATKOTAPALEMBANG.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

Pengawas Intern Instansi Pemerintah [Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1085);

Kode Etik Aparat

NomorNegaraPendayagunaan Aparatur

PER/04/M.PAN/03/200S tentang

S. Peraturan Menteri Pcndayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9

Tahun 2016 ten tang Pencabutan Peraturan Menteri



12. Reviuadalah penelaahan ....

7. Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia yang

selanjutnya disingkat KE-AIPI disusun sebagai pedoman

perilaku bagi auditor intern pernerintah daJam menjalankan

tugas dan tanggung jawabnya dan bagi pimpinan APIP

dalarn mengevaluasi perilaku auditor intern pemerintah.

8. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup,

tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan

pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga

dan Zatau pihak lain yang di dalamnya terdapat

kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang­

undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS)

dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh

olch pejabat yang berwenang.

9. Audit intern adalah kegiatan yang independen dan objektif

dalam bentuk pemberian keyakinan (assurance actWites)

dan konsultasi (consulting activities), yang dirancang untuk
memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional
sebuah organisasi (auditi), membantu auditi mencapai
tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang
sistematis dan teratur untuk menilai dan rneningkatkan

efektivitas dan proses manajemen risiko, kontrol
(pengendalian),dan tata kelola (sektor publik).

10.Audit adalah proses identiflkasi masalah, analisis, dan
evaluasi yang dilakukan secara independen, objjektif, dan
profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai
kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi,

dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi

instansi pcmerintah.
] 1.Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan

hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana,
atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukaan
faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau

kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.



16. Audit kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan

fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek

ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektivitas, serta

ketaatan pada peraturan.
17. Audit Dengan Tujuan Tertentu adalah audit yang dilakukan

dengan tujuan khusus di lluar audit keuangan dan audit

kincrja. Termasuk dalam kategori ini antara lain audit

khususjinvestigatif/tindak pidana korupai dan audit

tujuan tertentu lainnya terhadap maslah yang menjadi

fokus pimpinan organisasi (auditi) atau yang bersifat khas.

18. Audit Investigatif adalah proses mencari, rncnernukan, dan

mengumpulkan bukti secara sistcmatis yang bertujuan

mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan

pelakunya guna dilakulw.n tindakan hukUlD ..clanjutnya.

19. Auditi adalah .

sasaran.

12. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan

untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana

atau norma yang ditetapkan.

13. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu

prograru/kegiatan daJam mencapai tujuan yang diitetapkan.

14. Audit keuangan adalah audit atas laporan keuangan dan

audit terhadap aspek keuangan tertentu. Audit atas laporan

keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada

pihak-pihak yang berkepentingan ten tang kesesuaian

antara laporan keuangan yang disajikan oleh manajernen

dengan standar akuntansi yang berlaku.

15.Hasil audit atas laporan keuangan adalah opini (pendapat)

auditor mengenai kesesuaian laporan keuangan dengan

standar akuntansi yang berlaku. Audit terhadap aspek

keuangan tertentu adalah audit atas aspek tertentu

pengelolaan keuangan yang diselenggarakan oleh instansi

pemerintah atas dana yang dibiayai oleh APBNjAPBD
dalam rangka memberikan keyakinan yang mernadai bahwa

pengeloJaan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan

tolok ukur yang telah ditetapkan sebagaimana ketentuan

yang berlaku agar tujuan pengelolaan keuangan tepat



(stakelwlders) ketika memberikan jarninan objektif dan
relevan, dan berkontribuai terhadap efektivitas dan efisiensi
proses tata kelola, manajemen riaiko, dan proses
pengendalian.

22. Kecurangan (Fraud) adalah setiap tindakan ilegai ditandai
dengan penipuan, penyembunyian, atau pelanggaran
kepercayaan. Tindakan ini tidak tergantung pada ancaman

kekerasan atau kekuatan fisiko Penipuan yang dilakukan
oleh pihak dan organisasi untuk memperoleh uang, properti
atau jasa untuk menghindari pembayaran atau kehilangan

jasa, atau untuk mcngamankan keuntungan pribadi atau

bisnis.
23. Risiko adalah kemungkinan tcrjadinya suatu peristiwa atau

kejadian yang akan berdampak pada pencapaian tujuan.
Risiko diukur dari segi dampak dan kemungkian.

24. Risiko Sisa adalah risiko yang tersisa setelah manajemen
mengambil tindakan untuk mengurangi dampak dan
kernungkinan suatu peristiwa yang merugikan.

25. Selera Risiko (Risk Appetite) adalah tingkat risiko bahwa

suatu organisasi bersedia menerimanya.
26. Manajemen Risiko adalah sebuah proses untuk

mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan mengendalikan
peristiwa atau situasi pontensial untuk memberikan
keyakinan mernadai tentang pencapaian tujuan organisasi.

27. Pengendalian adalah tindakan apapun yang diambil oleh

manajemen dan / atau pihak lain untuk mengelola risiko
dan mernberikan masukan yang dapat meningkatkan

kemungkinan bahwa tujuan dan sasaran akan dicapai.
Pasal 2 .

kegiatan menambah nilai
pemangku kepentingandan(auditi)organisasi

21. Nilai Tambah adalah bahwa

19. Audili adalah orang/rnstansi pemerintah atau kegiatan,

program, atau Iungsi tertentu suatu entitas sebagai objek
penugasan audit intern oleh auditor atau APtP.

20. Instansi Pemerintah adalah unsur penyelenggara

pemerintahan pusat atau unsur penyclenggara pemerintah
daerah.



HAROBINMASTOFA
BERlTADAERAHKOTAPALEMBANOTAHUN2016 NOMOR 80

Diundangkan di Palembang
Pada tanggal '31> ~~elM I?eC ~O\"
SEKRETARISDAERAHKOTAPALEMBANO

~

HARNOJOYO

Ditetapkan di Palembang
30 Vt~VYI{(uV' ').01'

Pasal5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota in, dengan pcnempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Pasal4

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota
Palembang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengawasan Inspektorat

Kota Palembang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal3
Standar Audit Inspektorat Kota Palembang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1merupakan kriteria minimal atau ukuran mutu minimal untuk
melakukan kegiatan audit di pemerintah kota yang wajib dipedomani oleh
auditor dan pimpinan APIP.

Pasal2
Standar Audit Inspektorat menggunakan Standar Audit Auditor Intern
Pemerintah Indonesia yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern

Pernerintah Indonesia (AAIPnsebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

25. Pengendalian adalah tindakan apapun yang diambil oleh

manajemen dan / atau pihak lain untuk mengelola risiko
dan memberikan masukan yang dapat meningkatkan
kemungkinan bahwa tujuan dan sasaran akan dicapai,
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StUJdar Audit Intern P~rint..ah Indonesia

Jakarta. 30 Desember 2013

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena ranrnat dan

hidayah-Nya. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia ini dapat tersusun. Standar

Audil adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit intern

yang wajib dipedomani oIeh Auditor dan Pimpinan APiP. Standar Audit dirnakaudkan

agar peiaksanaan audit intern berkualitas. sehingga alapapun Auditor yang

rnelaksanakan audit intern diharapkan menghasilkan suatu rnutu hasil audit intern yang
sarna ketika Auditor tersebut rnetaksanakan penugasan sesual dengsn Standar Audit

yang bersangkutan.

Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia ini mengarur mengenai kegiatan audit

intern yang dapat dilakukan oIeh Auditor dan Pimpinan APtP sesuei dengan mandat

serta kedudukan. tugas. dan fungsi masing-masing meliputi Audit ternadap Aspek

Keuangan Tertentu. Audit Kinetja. Audit Dengan Tujuan Tertentu. Relliu. EvaJuasi.

Monitoring (Pemantauan). dan Kegialan Pengawasan Lainnya. serta Pemberian Jasa

Konsultansi (consulting activities).

Akhir kata, scmoga Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia Ini dapat

ditaksanakan dan dimanfaatkan dengen sebalk-balknya datem mendukung tugas dan

kegiaten APIP sebaga1 salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam

rangka mevNjudkan kepemerintahan yang baik (good govemance) yang mengarah

pada pemerintahanlbirokrasi yang bersih (clean govemmenf).

KAT A PENGANT AR

A3osi~~i Audicor !r.t~~nre:erlntah indQn~si~(AAiPl)



Standar /Uldit Inurn Peme.rin~ah In.d.onesia

Dr.lr.M. BASUKI HADIMUWONO,M.Sc.

Jakarta, 30 Desember 2013

Dewan Pengurus Nasional AAIPI
Ketua Umum,

Dengan diiringi puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, saya

menyambut baik berkenaan telah selesai disusunnya Siandar Aud~ Inlem Pemerinlah

Indonesia, yang meliputi Prinsip-Prinsip Dasar, Siandar Umum, Standar Pelaksanaan

Audillnlem, dan Standar Komunikasi Audit Intern. Kebernasilan Kom~e Standar Audit

menyusun slandar Ini, sungguh merupakan prestasi sendiri. Terlebih bertepatan
dengan saal Pengurus Nasional Asoslasi Audilor Intern Pemerintah Indonesia (AA1PI)

mengayunkan langkah pertamanya sejak didirikan pada langgal 30 November 2012

dengan susunan Dewan Pengurus Nasional (DPN) yang dikukuhkan oleh Wakil

Presiden RI pada lang gal 19 Desember 2012.

Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, banwa untuk menjaga

mutu hasil audit yang dilaksanakan APIP disusunlah Siandar Audit. Standar Audit

tersebut disusun oleh AA1PI selaku organisasi profesi. Oleh karena itu, besar harapan

saya bahwa para Auditor, JFP2UPD, dan Pimpinan APIP melaksanakan audit intern

sesuai dengan Standar Audil ini.

Demikian sambutan dan saya, disertai harapan semoga Standar Audit Intern

Pemerintah Indonesia ini dapal menjadi pedoman yang berharqa, dan bahkan menjadi

wahana pemersatu serta pendorong semangat dan motivasi bagl para Auditor,

JFP2UPD, dan Pirnpinan APIP selaku anggota AA1PI dalam mendhannabhaktlkan

karya pengabdiannya demi kejayaan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

SAMBUTAN
KETUA DEWAN PENGURUS NASIONAL AAIPI

Asosiasi Auditot Intern re~rintah Indonesia (AA!Pl)
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A. LATAR BELAKANG

1. Peran Aparal Pengawasan Inlem Pemerinlah (APIP) Semakin lama semakin strategis
dan bergerak menglkutl kebutuhan zaman. APIP diharapkan menjadl agen perubahan

yang dapat menciptakan nilai tambah pada produk atau layanan instansl pemertntah.
APIP sebagei pengawas intem pemerinteh merupakan salah satu unsur manajemen
pemertntah yang penting delam rangka me\Wjudkan kepemerintahen yang baik (good

governance) yang mengarah pade pemerintahanlblrokrasi yang bersih (clean
govemmenf).

2. Reforrnasi birokrasl bertujuan unluk menciptakan birokrasi pemerintah yang

profesional dengen kerakterisb1\ adaptit, berinlegritas, berkine~a tingg!. bersih dan

bebas korupsl, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik. nettal, seiahtera,
benledikasi. dan memegang leguh nitai·nitai dasar dan kode elik aparalur negara.

Untuk mencapai tujuan refonnasi birokrasi tersebut diper1ukan peran APIP yang

efektif, yaitu dalam wujud:

a. memberikan keyakinan yang mernadei ales ketaatan. kehematan, elislensi, dan

efektivitas pencapaian lujuan penyelenggaraan lugas dan fungsi Inslansi

Pemerintah (assurance actiVities);
b. memberikan peringalan dini dan menlngkatkan efektlvitas manajemen oslko

daJam penyelenggaraan lugas dan fungsi lnstansi Pemerintah (anti corruption

activities): dan
c. memberikan masukan yang dapat memefthara dan meningkatkan kuaJllas tata

ketola penyelenggaraan lugas dan fungsi Instansi Pemerintah (consulting
actiVities).

3. Peran APIP yang efektif dapal lerwujud jika didukung dengan Auditor yang profesional

dan kompeten dengan hasil aud~ intem yang semakin ber1<ualllas.Oalam rangka

mewujudkanhasit audit intem yang ber1<ua1il8sdipe~ukansuatu ukuranmutu yang

sesuai dengan mandat penugasan maslng-ma.slngAPIP.
4. Unluk menjaga mutu hasil audit intem yang diaksanakan oleh Auditor Intem

Pemerintah. per1udisusun Standar Aud~ Intem Pemerintah IndoneSia. Standar Audit

Intem Pemerlntah Indonesia. yang selanjutnya disebut sebaga; Slander Audit, adalah

~r Au,dlt Inurn pemerlntah Inaon•• I.

PENDAHULUAN

STANDAR AUDIT INTERN

PEMERINTAH INDONESIA



B. DEFINISI

Dala m Standar Audit ini, yang dimaksud dengan:
6. Standar A udlt Intern Pemerinta h Indonesia, yang selanjutnya disebut se bagai

Standar Au dit, adalah kriteria atau ukuran m utu minimal untuk melakukan kegialan

audit intem yang waJlbdipedomani oleh auditor intem pem erintah Indonesia.
7. Kode elik adalah pem yataan tentang plinsip moral dan nilai yang digunaken oleh

audilor seba gal pedoma n tingkah la ku dalam m elaksanakan tugas audit intern.
8. Auditor ad alah jabatan yang mem punyai rue n9 lingkup, tugas, tang gung jawab, dan

wewenang untukmela kukan pengawasanint em pada instansi pem erintah, tembaga

dan/atau pihak lain yang di dalam nya terdap at kepentingan negara sesuai dengan
pereturen p erundang-u ndangan. yang didud uki oleh P egawa! Ne geri Sipil (PNS)

dengan hak dan ke wajiban ya n9 diberikan secara penuh ole pejabat yang

berwenana,
Pengertian Auditor se bagaimana dimaksud i atas me ncakup Jabatan Fungsional
Auditor (J FA) dan Jacatan F ungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan

Gambar 1: Peran Standar Audit dal am Peningk atan Kualitas Tata Kelola Birokra sl

kritelia atau ukuran mu tu minimal untuk melakukan kegi alan audit i ntem yang wajib
dipedomani oleh Auditor dan pimpin an APIP.

05. Penyusunan Standar Audit dimak sudkan agar pelaksana an audit intem berkua litas,

sehingga si apapun Aud itor yang melaksanakan audit inter n diharapka n menghas

ilkan suatu mutu hasil audit intern ya ng sama ketika Auditor tersebut melaksana.kan

penugasan sesuai deng an Standar Audit yang bersangkuta n.

Asosi~$i Auditor In tern Pe~erintahInd oncsia (.~~I~l)
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Pemerinlahan di Daerah (JFP2UPD) yang ber1<edudukansebaqai pelaksana teknis

fungsional bidang pengawasan dl fingkungan Aparal Pengawasan Inlem Pemerinlah.

9. Aparat Pengawasan Intern Pemerlntah (APIP) adalah inslansi pemerfnlah yang

dlbenluk dengan lugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah

pusat dan/alau pemerinlah daerah. yang lerdiri dari Badan Pengawasen Keuangan

dan Pembangunan (BPKP). Inspekloral JenderalllnspelctoratlUnil Pengawssen Intern

pada KementerianIKementerian Negara. Inspelctorat Ulamallnspektorat Lembaga

Pemerintah Non Kementerian. InspektoratlUnii Pengawasan Intem pada

Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara. Inspektorat
ProvinsllKabupatenIKota. dan Unit Pengawassn Intem pada Badan Hukum
Pemerinlah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

10. Audit intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam benluk pemberian

keyakinan [assUlllllce 8C6vitieS) dan konsullansi [consulbng BctMties). yang
dirancang unluk memberi nilai tarnbah dan meningkatkan operasional sebuah

organisesi [audibl. Keglatan Inl membantu organisasi [audin) mencapal lujuannya

dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teralur untuk menilai dan
meningkatkan efektivHas dali proses manajemen lisiko. kontrol [pengendallan). dan

lata kelola [ssktor publik).

11. Audit adalah proses identffikasl masatah, analisis. dan evaluasi yang ddakukan

secara independen. objektif. dan profesional berdasarkan slandar audit, untuk menllal
kebenaran. kecermatan, kredibilitas, efektivilas, efisiensi, dan keandalan informasi

pelaksanaan lugas dan fungsl instanst pemerfntah.

12. Evaluasi adalah rangkaian keglatan membandingkan hasilprestasl sualu keglalan

dengan standar, rencana, atau norma yang teJahditetapkan, dan menenlukan faktor­
Iaxtor yang mempengaruhi kebernasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam

mencapai tujuan.

13. Reviu adalah penelaahan ulang bukfi-buktl sualu kegialan unluk memastikan bahwa
kegialan tersebut telah dilaksanaken sesuei dengan ketentuan. standar. rencana,

atau norma yang lelah ditetapkan.

14. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu programlkeglatan daJam

mencapai lujuan yang telah ditelapken.
15. Audit Keuangan yang dimeksud adalah auda atas laporan keuangandan audrt terhadap

aspek keuangan tertentu. Audit atas taporan keuangan bertujuan untuk mamberikan

infoonasi kepada pihak.ptlak yang ber1<epenlIlgantenlang kesesuaian antara laporan

keuangan yang dlS8jlkanoIeh manajemen dengan standar akuntansl yang bel18ku Hasil
dan audit alas tsporan keuangan adalah oplnl (pendapat) auditor mengenal kesesuaian

laporan keuangandengan standar skunlansl yang ber1aku.Audit

Standar Audit Intern peoorintah Indonesia

Aso~i..a.:ll Audito:, lncern ?e:::-~rintah Indunt.!!'.Ila (MtPI)
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terhadap aspek keuangan tertenlu adalah audil alas aspek tertentu pengelolaan

keuangan yang diselenggarakan oleh Inslansi pemerintah atas dana yang dibiayai

oleh APBN/APBD daJam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa

pengelolaan keuangan telah dllaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah

d~etapkan sebagaimana ketentuan yang berlaku agar IuJuanpengelolaan keuangan
tepat sasaran.

16. Audit Kinerja adalah audit alas pelaksanaan Iugas dan lungsi instansl pemerintah

yang lerdiri atas audit aspek ekonomi, etisiensi, dan audil aspek efektivitas, serta
ketaatan pada peraluran.

17. Audit Dengan Tujuan Tertentu adalah audit yang dilakukan dengan tuluan khusus
dlluar audit keuangan dan audit kine~a. Termasuk dalam kategori ini entara lain Audit
KhusuSllnvestigetifmndak Pidana Korupsl dan Audit untuk Tujuan Tertentu Lainnya

lerhadap masalah yang menjadi lokus perhatian pimpinan organisasl (audit!) alau
yang bersilat khes.

18. Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, den mengumpulkan bukti

secara sislernatis yang bertujuan mengungkapkan lerjadi atau lidaknya suatu
perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjulnys,

19, Auditi adalah orangnnstansi pemerintah atau kegiatan, program, atau lungsi tertentu

suatu entitas sebagai obyek penugasan audit intem oleh Auditor atau APIP.

20. Instansi pemertntah adalah unsur penyelenggara pemerintahan pusat atau unsur

penyelenggara pemerintahan daerah.
21. Nilai Tambah adalah bahwa keglatan audit menambah nilai organisesi (auditJ) dan

pernangku kepentingan (stakeholders) ketika memberikan jaminan objektif dan

relevan, dan barkontribusi ternadap elekllvitas dan eftsiensi proses tata kelola,

manajemen risiko. dan proses pengendallan.
22. Kecurangan (Fraud) adalah setiap tindakan ilegal ditandai dengan penipuan.

penyembunyian, atau pelanggaran kepercayasn. TIndakan ini tidak tergantung pada

ancaman kekerasan atau kekuatan fisiko Penipuan yang dilekukan oleh pihak dan

organisesi untuk memperoleh uang, properti. atau jasa, unluk menghindari

pembayaran atau kehaangan jase, atau untuk mengamankan keunlungan pribadi

atau bisnis.
23. Rislko adalah kemungkinan teljadinya suatu peristiwa stau keJadian yang akan

berdampak pada pencapalantuluan. Rlslko dlukur dan seg! damp8kdan kemungkinan.

24. Risiko 51sa adalah risiko yang tersisa setelah manajemen mengambit tildakan untuk

mengurangi dampak dan kemungkinan sUSIuperistil'la yang merugikan.
25. 5etera Ris iko (Risk Appetite) adalah tingkat risiko bahwa suatu organisasi bersedia

rnenerimanya.
standar Audit Intern Pam.rintah IndonQsio

MosidSi A,T.ldltor Int.ern Pe.-:.erintah Indone3ia (lll?!)
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D. RUANG LlNGKUP
31. Lingkup kegiatan audit intern yang dapat dilakukan oleh Auditor diketompokkan.

sebagai berikut:

C. TUJUAN DAN FUNGSI STAN DAR

29. Tujuan Standar Audit adalah untuk:

a. menetapkan prinslp-prinsip dasar yang merepresentasikan praktik-praktik audit
intem yang seharusnya;

b. menyedlakan kerangka keria pelaksanaan dan peningkatan kegiatan audllintem

yang memiliki nilai tambah;
c. menetapkan dasar-dasar pengukuran kinerja audit intern;

d. mempercepat perbaikan kegiatan operasi dan proses organisasi (APIP);
B. menilal,mengarahkan.dan mendorongaudrtoruntuk mencapal tuJuanaudit intern;

f. menjadi pedoman dalam penugasan audit Intem; dan

g. menjadi dasar penllalan keberhasilan penugasan audit intem.

30. Standar Audit berfungsi sebagai ukuran mutu minimal bagi para auditor dan pimpinan

APIPdalam:

a, pelaksanaan tugas dan tungsi yang dapat merepresentasikan praktik-praklik audit
Intem yang seharusnya. menyedlakan kerangka ke~a pelaksanaan dan

peningkatan kegiatan audit intem yang memUiki nilai tambah, serta menetapkan

dasar-daser pengukuran kinerja audit intem;

b. pelaksanaan koordinasi audit intem oIeh plmpinan AP1P;
C. pelaksanaan perencanaan audit intem oleh pimpinan APIP; dan

d, penilaian efektivitas tindak lanjut hasUaudit intem dan konsistensi penyafl8n

laporan hasit audit Intem.

26. Manajemen Risiko adalah sebuah proses untuk mengidentifikasi. menilal,

mengetola, dan mengenda6kan perlstiwa atau situasi potenslal untuk memberikan

keyaklnan memadai tentang pencapaian tujuan organisasl.

27. Tata Kelola adalah kombinasi proses dan struktur yang dilaksanakan oleh

manaJemen untuk menglnformasikan. mengarahkan. mengelola, dan memantau
kegiatan organisasi menuJupencapaian tujuannya.

28. Pengendalian adalah tindakan apapun yang diambil oteh manajemen dan/atau plhak

lain untuk mengetola risilco dan memberikan masukan yang dapat meningkalltan

kemungkinan bahwa tujuan dan sasaran akan dicapai. Manajemen merencanakan.

mengatur. dan mengarahkan pelaksanaan tindakan yang memadai untuk

memberikan keyakinen memadai bahwa tujllan dan sasaran akan dlcapai.

Aeo.si4::1iAuditor Intern verc.e:rinlohIndonesia (AATPT)------------------
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a. Kegiatan penjaminan kualitas (quality assurance), terdiri dari:
1) Audit:

(1) Audit Keuangan

a) Audit keuangan yang memberikan opinl.

b) Audit ternacap aspek keuangan tertentu.
(2) Audit Kinerja

(3) Audit Dengan Tujuan Tertentu
2) Evaruasi

3} Reviu
4) PemantauanIMonitoring

b. Kegiatan pengawasan lainnya yang tidak memberikan penjaminan kuaJitas

(kegiatan consulting), antara lain konsuttansl, soslallsasl, dan asistensi.

32. Standar Audit inl mengatur mengenai keglatan audit intern yang dapat dilakukan olen

auditor dan pimpinan APIP sesua.i dengan mandat serla kedudukan. tugas, dan
fungsi masing-masing meliputi Audit ternaoap Aspek Keuangan Terlentu, Audit

Kinerja, Audit Dengan Tujuan Tertentu, Evaluasi. Revlu, Pemantauan, serta
Pemberian Jasa KonsuUansi (consulting activities).

33. Penugasan Audit Keuangan (yang memberikan opini atas laporan keuangan) wajib

menggunakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan/atau Standar

Profesionat Muntan Publik (SPAP) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan.

34. Standar Audit Inl terdiri dari dua bagian utama, sebagai berikut:

a. Standar Atribut (Attribute Standarcts)

Standar Atribut mengatur mengenai karakteristik umum yang meliputi tanggung
[awab, sikap. dan tindakan dari penugasan audit intern serta organisasi dan pihak­

pihak yang melakukan kegiatan audit intem, dan beriaku umum untuk semua

penugasan audit intem. Standar Atribut dibagi menjadi Prinsip-Prinsip Dasar dan

Standar Umum.
b. Standar Pelaksanaan (Perfonnance Standards)

Standar Pelaksanaan menggambarkan sitat khusus kegiatan audit intem dan

menyediakan kriteria untuk menilai kinerja audit intem. Standar Pelaksanaan

dibagi menjadi Standar Pelaksanaan Audit Intern dan Standar Komunikasi Audit
Intern. Lingkup kegiatan yang diatur datam Standar Pelaksanaan Ini meliputi

Kegiatan Pemberian Jaminan Kualitas (Quality Assurance Activities) dan

Pemberian Jasa Konsultansi (Consulting Activities).

Aso~i~~i Audi~or rn~ern Pe~erintah Indonesia (AP_IP!)
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E. LANDASAN DAN REFERENSI

35. Landasan peraturan perundanq-undangan:

a. Undang·Undang Repubtik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

b. Peraturan Pemerinlah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendallan Intem Pemerinlah.

c. PeraturanMenteri Negara Pendaysgunaan Aparatur Negara Nomor: PER-

2201M.PAN171200Btenlang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya.

d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasl Profes; Asosiasi

Auditor Intem Pemerinlah Indonesia (MIPI).
36. Referensi:

8. Auditing Standards. International OlYsnization of Supmme Audit Institutions
(INTOSAl). Latest Ammendment 1995.

b. Generally Accepted Auditing Standards (GMS). AlCPA. 2002.
c. Gen9rally Accepted Government Auditing standards (GAGAS). 2003 Revision.

United States Genaral Accounting Office (US-GAO).

d. Internal Control Stendards. INTOSAI. 2001.

e. Stander Audit Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP). BPKP.1996.

f. Pedoman Umum Pemeriksaan Dalam Rangka Pengawasan Fungsional di
Ungkungan Departemen Pekerjaan Umum (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor: 14J1>RT1MI2007).
g. Stander Audit Intemal Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Peraturan

Inspektur Jenderal Kementerian Keuanoan Nomor. PER-l 0llJ12010 tanggal 27

Agustus 2010).

h. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) (Peraturan Badan Pemeriksa

Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007).
t Slandar Profesional Akuntan Publik (SPAP). 2001, tkalan Akuntan Indonesia (IAI).

j. Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, SPPtA·11A.Januari

2007, The Institute of Internal Auditors.
k. International Profess/onal Practices Framework (lPPF), The Institute of Internal

Auditors 2011.
l. Standar Kompetensi Auditor (Peraturan Kepala Badan PengaW8san Keuangan

dan Pcmbangunan (BPKP) Nomor: PER-2111K1JF12010I.8n9go113April 2010).
m. Siandar Audit Aparat Pengawasan Intem Pemer1ntah(Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PERA:l51M.PANI0312OO8tanggat 31

Maret 2008)

Asosiasi Auuilu; In~ern?eaerin~ahJndon~si~(AAIP1)----------------~



8
St&n4ar AUdit Int.rn Pemerintah Indone.sia

42. Sislematika tersebul dapat digambaJ1<.anpada halaman berikulnya. dengan pola

sebagai belikut:

G. SISTEMATIKA

41. Standar Audit ini disusun menurut slstematika. sebagai berikut;

a. Pendahuluan

b. Slandar Ambut (Attribute Sfandards), terdln dari:

1) Prinsip-Prinsip Dasar

2) Standar Umum

c. Standar Pelal<.sanaan(Performance Standards)

1) Slandar Pelaksanaan Audit Intern
2) Standar Komunikasi Audillnlem

F. INTERPRETASI DAN PERUBAHAN

37. Sesua; pasal 53 Peraturan Pernerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Inlem Pemerintah (SPIP), maka penyusunan Standar Audil in!

rnengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu Peraturan Menleri

Negara Pendayagunaan Aparalur Negars Nomor: PERf051M.PANI0312008langgal31

Maral 2008 lentang Standar Audit Aparal Pengawasan Intern Pemerintah. Keglalan

audil intem wajib dUaksanakan sesuai Stander Audit yang disusun oleh organlsasl

protesi yaitu Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.

38. Inlerpretasi ternadap pemyataan standar yang terdapal dalam Stander Audit akan
dituangkan dalam suatu Inlerpretasi Standar Audit (ISA) yang menjedi bagian Udak

terplsahkan dan Standar Audit.

39. Deml penyempumaan dan penyesuaian dengan perkembangan kebuluhan,
perubahan kondisi dan lingkungan audit intem di masa rnendatang. maupun

perkembangan pengetahuan dan ilmu audit intern. Organisasi Profesi Auditor

(Asosiasi Auditor Intem Pernerintah IndonesialAAIPI) dapat mengubah atau
rnenyempumakan Standar Audit ini,

40. Pcnyempumaan dan evaluasl alas Standar Audit dilakukan secara periodik.

sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) lahun.

___________ ..::t.;,:.o.:,:.:..:i:..:a.:.:.~_:A:.:u::d.:h.:,:o:..:r.....:.l n::..:t~rn P(tQI.?rintah Indonesia (~_~IPj)
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Gambar 2: 51stcmatika5t andar Audit

IAssurance II consultlnRJ

Standar Umum

StlIndar Abtbut (An:J16ubt SbailduliIls):

Prinlip.Prin8Jp DaNr

STANDAR AUDrr INTERN
PEMERINTAH INDONESIA

Standsr Komunlkasl
Audit Intem
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1000 • Vlsi, Misi, Tujuan, Kewenangan, dan Tanggung Jawab APIP (Audit Charter) Visi,

mlsl, tujuan, kewenangan, dan tanggung Jawab APIP harus dinyatakan secara

tertulis dan disetujui Pimpinan Organlsasi KemenlerianJ LembagaJPemerlntah
Oaerah, serta ditandatangani oleh Pimplnan APIP sebagai Piagam Audit (Audit
Chamr).

1. Pemyataan lertulls lenlang visl, misi. tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab

APIP dalam kemenlerianllembagalpemerinlah daerah (Audit Chartet) dibuat
dengan lujuan agar auditi dapat mengetahui visi. misi. tujuan. kewenangan, dan

langgung jawab APIP sehingga lugas dan lungsi APIP dspal berjalan dengan

semestinya. terutama dalam hal APIP mengakses informasi dari auditi.

2. Pernyataan tertulis lentang vlsl, misi, luJuan. kewenangsn dan tanggung lawab
APIP daJam kemenleriani1embagaJpemerintah daerah (Audit Charlet) direviu

secara periodik untuk disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang lerjadi.

karena kegiatan audit intem yang dilakukan APIP bersital berkelanjulan.
1100 • Independensi dan ObJektlvltaa

Dalam semua hal yang berkaitan dengan penugasan audit intern, APIP dan
keglatan audit intern harus independen serta para audilomya harus objektif

dalam pelaksanaan tugaanya.
03. Independensi APIP dan kegialan audil serta objeklivilas auditor diperlukan agar

kredibililas hasil audit meningkal.

4. Penilaian independensi dan objektivitas mencakup dua komponen berikut:

a. Status APIP dalam kementerianllembagalpemerintah daerah.
b. Kebijakan untuk menjaga objeklMtas auditor ternadap auditi.

5. Independensi adalah kebebasan dali kondisi yang mengancam kemampuan

aklMtas audit inlem unluk melaksenakan tanggung jawab audit intem secara
objektif. Untuk mencapal Hngkat Independensi yang diperlukan dalam
melaksenakan tanggung jawab aktlvitas audit intem secara efektif. pimpinan

APIP memiliki akses langsung dan lak tei'batas kepada atasen pimpinan APIP.

Ancarnan lerhadap independensi harus dikelola pada Ungkal individu auditor.

(Paragraf·paragraf beriku/ yang dilu/is deng8n hUM tebal adalah paragraf stenaet; yang nerus
dibaca dalam kerangka paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan hUM biasa)

PRiNSIP-PRlNSIP DASAR

~osias1 Auditor Intern Pe2e=i~~ahi~on••i6 (AATPI)
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penugasan audit intem. fungsional. dan organisasi.

6. Objektivitas adalah sikap menlel tidak memlhak (tidak bias) yang memungkinkan

auditor unluk melakukan penugasan sedernikian rupa sehingga auditor percaya

pada hasi keljanya dan bahwa bdak ada kompromi kualitas yang dibual

Objektivitas mengharuskan auditor tidak membOOakanJudgment-nya ter1<aitaudit

kepada orang lain. Ancaman temadap objektivltasharus dikelOlapada lingkat

individu auditor, penugasan. fungslonal. dan organisasl.
1110 . Independensl APIP

Pimpinan APIP bertanggung jawab kepada plmplnan
kementerlan/lembagaJpemerintah daerah agar tanggung Jawab pelaksanaan

audit dapat terpenuhi.
7. Posls; APIP ditempatkan secara tepat sehlngga bebas dali intervensl. dan

memperoleh dukungan yang memadal dari Pimpinan
KementerianlLembagaiPemerintahOaerah sehingga dapat bekerja sama dengan

auditi dan melaksanakan pekerjaan dengan lekJasa. Meskipun derTikiall. APIP
harus membinahubungan kerjayang balk dengan auditi terutamadalsm

hal saling memahami di antara peranan maslng-masing lembaga.

08. Pimpinan APIP harus melapor1<an ke nngkat Plmpinan

KernenlerianILembaga/Pemelintah Daerah yang memungkinkan keglatall audit
inlem dapat memenuhi tanggung jawabnya. Pimpinan APIP harus

mengkonfirmasikan independensi APIP dalam kegiatan audit Inlem ke Pimpinan

KernenterianIlembagaJPemerintah Oaerah, selidaknya setiap tahun.

9. tndepenoenst APIP secara efelctif dicapai ketika Pimpinan APIP secara

fungsional melapor1<an kepada Pimpinan KemenlerianllembagaIPemelintah
Oael8h. Contoh pelaporan fungslonaJmcllpuU, namun Udakterbalas pada:

a. Menyetujui piagam audil (audit charlel):
b. Menyetujui rencana aud" berbasls rislko;
C. Menyetujui anggaran audit dan rencana sumber days;
d. Menerima komunikasi dari pimpinan APIP atas kine~a aktivitas audit intem;

e. Mewawancarai pimpinan APIP untuk menentukan apakah terdapat

pembatasan ruang lingkup atau sumber daya yang lidak tepal
10. Kegiatan Penjaminan Kualilas (Quality Assurance) harus bebas dali campur

langan dalam menentukan ruang lingkup, pelaksanaan. dan pengomunikaslan

hasil.
11. Pimpinan APIP harus ber1<omunikasidan berinleraksi langsung dengan

Pimpinan KemenlerianIlembagaIPernerintah Daersh.

A~osla3i AudieQr Intern Pe~erintahtndoncsiu (AAIPI)
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1120 - Objektivitas Auditor

Auditor harus memiliki sikap yang netral dan tidak bias serta menghindari

konflik kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan

penugasan yang dllakukannya.

12. Auditor harus objektif dalam melaksanakan audit intern. Prinsip objektivitas

mensyaratkan agar auditor melaksanakan penugasan dengan jujur dan tidak

mengompromikan kualitas. Pimpinan APIP tldak diperkenankan menempatkan

auditor dalam sltuasl yang membuat auditor lidak mampu mengambil kepuiusan
berdasarkan pertimbangan profesionalnya.

13. Konflik kepentingan adalah situasi di mana auditor. beraoa dalam posisi yang

dipercaya, memlllki persaingan profesional atau kepentingan pribadi. Persamgan

kepentingan tersebul dapat menyulitkan dalam memenuhi lugas tanpa memihak.
Konftik kepentingan bahkan ada walaupun hasa tindakannya tidak terdapat
ketidakelisan atau ketidakpatutan. Konflik kepentingan dapat membuat

ketidakpantasan munoul yang dapat merusak kepercayaan auditor, aktivitas audit

Intern, dan profesl. Konnik kepentingan dapat mengganggu kemampuan auditor

untu.kmelakukantugasnya dan tanggungjawabnya sacara obyektif.

1130 - Gangguan Terhadap Independensi dan ObJekUvltas

Jika Independensl atau obJektjYitas terganggu, balk seeara taktual maupun
penampilan, maka gangguan tersebut harus dilaporkan kepada plmplnan APIP.

14. Gangguan independensi APIP dan objektivitas Auditor dapat meliputi. tetapi

tidak terbatas paoa, konflik kepentingan pribadi, pembatasan ruang lingkup.

pembatasan akses ke catatan, personet. dan prasarana. serta pambatasan
sumber daya, seperti pendanaan.

15. Auditor harus rnelaporkan kepada pimpinan APIP mengenai situasi adanya

dan/atau interpretasi adanya konflik kepeotingan, ketidakindepandenan, atau

bias. Pimpinan APIP harus mengganti auditor yang menyampaikan situasinya
dengan auditor lainnya yang bebas dan situasi tersebuL

16. Auditor yang mempunyai hubungan yang dekat dengan auditi separti hubungan

sosial, kekeluargaan, atau hubungan lainnya yang dapat mengurangi

objektivitasnya, harus tidak ditugaSkan untuk melakukan audit intem terhadap

entitas tersebut.
17. Dalam hal auditor bertugas menetap untuk beberapa lame di kanlor auditi daJam

rangka panugasan consulting atas program, kegiatan. atau aktivitas audjti maka

auditor tidak boleh lerlibat dalam pangambilankeputusanatau menyetujuihat-llal

l.\sosiasi ;luditor intcrn PCb;crintah rndonca Ie (AAIPI)
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yang merupakan tanggung jawab audit!.

18. Auditor harus menahan din dan penugasan assurance atas program, kegiatan,

alau aktivltas lertenlu yang mereka sebelumnya bertanggung jawab.
Objektivitas dfanggap lerganggu jika auditor metakukan penugasan assurance

untuk suatu program. kegiatan. atau aldMtas dimana auditor memiliki tanggung
jawab datam tahun sebelumnya.

19. Penugasan kegiatan assurance untuk fungsi di mana pimpinan APIP berpotensi

memiOkl konflik kepentingan maka pelaksanaan kegiatan assurance tersebut

harus dlaW8sioleh pihak lain dlluar APIP yang bersangkutan.

20. Auditor dapat melakukanpenugasanconsulting yang berkaitandengan program,

kegiatan, SISU ektMtas yang merekamcmilikl tanggungjawab sebelUmnys.
21. Jika auditor memifiki gangguan potensial terhadap independensi atau

objektivitas yang berkailan dengan penugasan consulting yang akan dilakukan.

pengungkapan harus diinformasikan kepada auditi sebelum menerima
penugesan.

1200 - Kepaluhan lerhadap Kode Etlk

Auditor harus mematuhi Kode Etlk yang telah ditetapkan.

22. Penugesan audit intern harus mengacu kepada Standar Audit Inl, dan Auditor
wajib mematuhi Kode Etik yang merupakan bagian yang lidak terpisahkan dali
Standar Audit ini.

23. Audilor diharapkan menerapkan dan menegakkan prinsip-prinslp etlka, yaitu

Integritas. Objaklivitas, Kerahasiaan. Kompelensi. Al<untabel, dan Perilaku

Proteslonal.

___________ _:"".:::....:o.::_$.::_i.!l:._$_:i__.:.::AUditortole:;" Pe::.tl:rin~ah Indon~8iA (AAIP!)
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2000 - Kompetensl dan Kecennatan Profeslonal

Penugasan audit Intern harus dllakukan dengan kompetensi dan kecennatan
profesional

2010 - Kompetonsl Auditor

Auditor harus mempunyal pendidikan, pengetahuan, keahllan dan

keterampilan, pengalaman, serta kompetensl lain yang diperlukan untuk
melaksanakan tanggung jawabnya.

1. Auditor harus memiliki pendldlKan. pengetahuan. keahlian dan keleramll!lan.
pengalaman. serta kompetensi lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan
langgung jawabnya. Pendidikan. pengelahuan. keahlian dan keterampilan.

pengalaman. serta kompetensi lain adaJah bersifal kolektif yang mengacu pads

kemampuan profesional yang diper1ukan auditor untuk secara efektif
melaksanakan tanggung jawab profesionalnya.

02. Pimpinan APIP harus yakin bahwa latar betakang pendidikan, kompetensl, dan

pengalaman audHormemadai untuk pekerjaan audit yang akan dilaksanakan.

2011 - Latar Bolakang Pendldlkan Auditor
Auditor harus mempunyai tingkat pendidlkan fonnal yang dtperlukan.

3. Agar tercipta klnerja audit yang baik rnaka APIP narus mempunyai kriteria

tertentu dari kualifikasi pendidiXan formal audilor yang diper1ukan untuk

penugasan audit intem sehlngga sesuai dengsn situast dan kondlsl audlU.

4. Aluran tentang tingkatan pendidikan formal minimal dan kualifikasi yang

diperiukan harus dievaluasl secara periodiX guna menyesuaikan dengan situasi

dan kondisi auditi.
2012 - Kompetensl Standar
Kompetensi standar yang harus dlmiliki oleh auditor adalah kompetensi
umum, kompetensi teknis audit intern, dan kompetensl kumulatlf.
5. Kompetensiumum terk8l\ dengan persyaratan umumuntuk dapat diangkat sebagaJ

auditor. Kompetensi umum merupakan kompetensi dasar berslkap dan berper1laku

sebagaiaudrt()(yang dijabarkansebagai dorongan unluk berprestasi,

(Paragraf.paragraf berikut yang ditulis dengan hUM lebal adalah paragraf standar, yang bstus

dibaca dalam kerangka paragraf-paragraf penjelasan yang dituHsdengan hUM blass)

STANDAR UMUM

__________ A_S_o_s_ia_._:\ f\yuil..Qr intorn Perrerinlah Indonesia (AAIPlj
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pemikiran analitis, onentasl pengguna, ke~a sama, manajemen Sires,dan
komitmen organlsasi.

6. Kompetensi teknis audit intern ter1<ait dengan persyaratan untuk dapat

rnelaksanakan penugasan audit intern sesuai dengan jenjang jabatan AudHor.

Kompetensl teknis audit intem meliputl tujuh bidang kompetensi yaitu:

a. Kompetensl Bldang Manajemen Rlslko. Pengendalian Intem, dan Tata

Kelola Sektor Publik;

b. Kompetensi Bidang Strategl Keglatan Audit Intem:

c. Kompetensi Bidang Pelaporan Hasil audit intern:

d. Kompelensi Bidang Sikap Profesional:
e. Kompetensl Bldang Komunikasi:
f. Kompelensi eidang Lingkungan Pemenntahan;

g. Kompetensi Bldeng Manajemen Pengewesan.

7. Kompetensi minimal Aud~or bersifal kumulatif, artinya kompelensi pada tingkat

atau jenjang jabatan Auditor yang lebih Unggi merupakan kumulatif dan
kompetensi pada tlngkat atau jenjang jabatan AudHordi bawehnya ditambah

dengan kompetensl spesiflk di jabatannya.

2013· Sertifikasi Jabatan serta Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan
Auditor harus mempunyai sertifikasl jabatan fungsional auditor (JFA) dan/atau

sertiflkasllain di bidang pengawasan intern pemerintah, dan mengikuli

pendidlkan dan pelatlhan profeslonal berkelanjutan (continuing professional
education).
8. Auditor wajib mengikuti pendidikan den pelatihan sertifikasi jabatan fungsional

auditor (JFA) yang sesuai dengan jenjangnya dan/atau sertifikasi lain di bidang

pengawasan intem pemerintah. Pimplnan APIP wajib memfasilitasl audrtor
untuk mengikuU pendidikan dan pelatihan serta ujian sertifikasi sesuai dengen

ketentuan. Dalam pengusulan auditor untuk mengikuti pendldlkan dan pelatihan

sesual dengan jenjangnya, pimpinan APIP rnendasar1<ankepulusannya pada
formasi yang dlbutuhkan dan persyaratan administrasl IaInnya seperti

kepangkatan dan pengumputan aogka kredit yang dimi5kinya.

9. Auditor \Valib memiliki pengetahuan dan akses atas informasi teraktual dalam

standar. metodologi, prosedur, dan teknik. Pendidikan profesional berkelanjutan
dapat diperoleh metalul keanggolasll dan partisipaei oatam asosiasi profesl,

pendidikan sertifikasi jabatan fungsional auditor, konferensl, seminar, kursus­

kursus. program pelatihan di kantor sendiri, dan partisipasi dalam proyek

penetitian yang memiliki substansi dl bldang pengawasan intem.

Aso,iasi Auditor Intern P.xerin~ah Indonasia (AAIPI)
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2014 - Penggunaan Tenaga Ahll

Pimpinan APIP dapat menggunakan tenaga ahli apablla Auditor tidak

mempunyal keahlian yang dlharapkan unluk melaksanakan penugassn audit

intern.

10. Pendidlkan dan pengolaman auditor memungkinkan is menguasai atau

memahami hal-hal bisnls secara umum, tetapi ia tidak diharuskan memilikl

keahlian sebagai seorang yang terlatih atau memenuhi syarat untuk

melaksanek.an praktik protesl atau pekerjaan lain. Namun dalam audit intem,

audrtor mungkin menjumpai masalah-masalah yang kompleks dan subjektif,
yang seeara potensial material terfladap pelaksanaan audit Inlem. Mesalah­

masalah seperti ini mungkin memer1uken keterampilan atau pengelahuan
khusus dan menurul pertimbangkan auditor memer1ukan penggunaan

pexenaan tenaga ahli untuk mendapatl<enbukti audit yang kompeten.

11. Pimpinen APIP harus memperoleh saranlnasihat dan bantuan dali pihak yang

berkompeten dalam hat auditor lidak memiiki pengetahuan. keahUan dan
kelerampilan, serta kompetensi lain yang diper1ukan untuk melaksanaxsn
penugasan audit intem.

12. Tena98 ahU yang dimaksud mencakup, namun tidak lerbatas pada, aktuans,

penilai (appraise". pengacara. insinyur, konsul1an lingkungan, protesi medis,
ahli slelistik maupun geologi. Tenage ahli lersebut dapat berasat dart dalam

maupun dari luar organlsasi.

13. Dalam hal penggunaan tenaga ahli, auditor harus men~ai kualifikasi profesional,

kompetensi. dan pengalaman yang reievan, independensi. dan proses
pengendalien kualitas dali tenaga ahU tersebut sebelum menelima pekerjaan.

Pengguneen tenaga ahU harus ctsupervlsl sebagaimena supervisl terfladap

auditor.
14. Dalam hal tenags shli digunakan untuk penugasan audit intem, make harus ada

pemahaman dan komunikasi yang cukup antara Auditor dengan tellagB ahfi

tersebut untuk meminimalkan kesalahpahaman yang dapat menyebabkan salah

menafsirkan hasil pekerjaan dan/alau intormas; dan lenage ehUtersebut.
15. Ketepatan dan kelayaken metode dan 9sumsi yang digunakan dan penerapannya

merupakan tanggung jawab tenaga ahi, sedangkan tanggung jawab auditor

terbatas kepada simpuian dan fakta atas hasil audit intem. Auditor harus (1)

memahaml metode dan asumsi yang digunakan oloh tonaga ahU,(2) molakukan

pengujlan semestinya atas data yang di.sed'!8kanoleh tenage ahJl, dengan

memperflitungkantaksilan risiko pengendalianaudilor, dan (3)

A.sO$i~&i Auuitor Intorn Peroet'intah lnuonesia (MIP!)--------
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mengevaluasi apakah fakta yang diternukan tenags ahli mendukung

pelaksanaan penugasan audHor. Biasanya auditor akan menggunakan

pekerjaan tenaga ahU, kecuali jlka prosedur auditor menyebabkan la yakin

bahwa fakta yang ditemukan tenaga ahli tersebut tidak masuk akal dalam

keadaan tersebuL Jil<aauditor yakin bahwa takta yang ditemukan tenaga ahU

lidak masuk akal, ia harus menerapkan prosedur tarnbahan, yang dapat

mencakup pemerotehan pendapat dali tenaga ahli lain.

16. Pimpinan APtP harus menolak penugasan konsuHansi atau memperoleh

saranlnasehat dan bantuan yang kompeten jika auditor tidak memitiki
pengelahuan, keahlian dan keterampilan, atau kompetensi lain yang dibutuhkan
untuk rnetakukan semua atau sebagian dari penugasan.

2020 - Kecennatan Profeslonal Auditor
Auditor harus menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermet dan

seksarna (due professional care) dan secara hati-hati (prudent) dalam seUap
penugasa.n audit intern.

17. Auditor harus merencanakan dan melaksanakan pekeljaannya dengan
menggunakan kemahiran protesionalrwa secara cermat dan seksama (due

professional call!) dan secara hau-hati (pruden(j. Penggunaan kecennatan

profesionaJ menekankan tanggung jawab setiap Auditor untuk memperhatikan

Standar Audit serta mempertimbangkan penggunaan audit berbasl$ teknologi
dan leknik anaJisisdata lalnnya.

18. Due professional call! dUakukanpada berbagai aspek audit, diantaranya:

a. ronnulasi tujuan penugasan audit intern;

b. penentuan ruang lingkup, lennasuk evaJuasirisiko audit intern;

c. pernsihan pengujian dan hasllnya;

d. pemilihan jenis dan tlng.katsumber daya yang tersedia untuk rnencapai

tujuan penugasan audit Intem;

e. penentuan signifikan tidaknya rislko yang diidentifikasl dalam audit Intern

dan efekldampaknya:

f. pengurnpulan dan pengujian bukti audit intern;

g. penentuan kompetensl, Integrltas, dan keslmpuJanyang diambil pihak lain

yang berkaitan dengan penugasan audit intern.
19. Due professional care dapat diterapkan dalam pertimbangan profesional

(professional juc$gmen(). meskipun dapat saja teljadi penariken kesimpulan

yang lidak tepat ketika audit sudah dBakukan dengan seksama. Keoennatan

Profesional (Due Professional Care) tldak berarti kesempurnaan.
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20. Aud~or harus menerapkan Kecermalan Profesional (Due Professional Care)

selama penugasan konsultansi dengan mempertimbangkan:

a. Kebutuhan dan harapan kilen, termasuk sifat, waktu, dan komunikasi hasil
penugasan;

b. kompleksitas dan tingkal karja relatif yang diperlukan unluk mencapai lujuan
penugasan;dan

c. Sieya kegialan konsullansi (consulting) dikaitkan dengen potensi manfaal

Skeptisme Profeslonal Auditor

21. Penggunaan kecermatan profesronal menuntut Auditor unluk melaksanakan
skeptisme profesional. Skeptisme profesional adalah sikap yang mencakup
pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan pengujian seeara mlis

bukti. Pengumpulan dan pengujian bukti secara objekUf menuntut Auditor

mempertimbangkan relevansi, kompelensi, dan kecukupan bukti tersebut, Oleh
karena bukti dikumpulk.an dan diujl selama proses kegialan audil intern,

skeptisme profesional harus digunakan selama proses tersebut

22. Audilor tidak menganggap bahwa manajemen adalah tidak lulur, namun juga

tidal<menganggap bahwa kejuJurenmanajemen tidak dipertanyakan lagl. Dalam
menggunakan skeptisme profesional, audilor tidak harus puas dengan buktl

yang kurang persuasif karena keyakinannya bahwa manajemen adalah jujur.

2100 - Kewajiban Auditor

2110 - Menglkutl Standar Audit

Auditor harus mengikuti Standar Audit dalam segala pekerjaan audit intern

yang dianggap material.

23. Agar pekerjaan audilor dapal dievaluasi, maka setiap audilor wajib unluk

mengikuti Stander Audit delam melaksanakan pekeljaannya yang dlanggap

malerial. Suatu hal dianggap material apabila pemahaman menganai hal

tersebul kemungkinan akan mempengaruhi pengambilan kepulusan otsn

pengguna laporan hasil audit intem. Materialitas biasanya dikailkan dengan
suatu nilai tertentu danrateu peraturen perundang-undangan yang menghendakl

agar hallersebut diungkapkan.

2120 - Meningkatkan Kompetensl

Auditor wajib meningkatkan pengetahuan, keahlian dan keterampllan, serta
kompetensl lain metatut Pendldlkan dan Pelatihan Profesionat Berkelanjutan

(Continuing Professional Education) guna menjamin kompetensl yang dlmlllki
sesuai dengsn kebutuhan APIP dan perttembangan IIngkungan pengawasan.

24. Pendldikan dan Pelatihan Profesional Berkelanjutan (Continuing Professional

~o~i~~~ AudltOr In~ern?e~rintah Indonc~iu(AAIPI)
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Education) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembelajaran terus

menerus yang sangal penting bagi auddor datam meningkalkan kompetensinya.

Audilor waJib memiliki pengetahuan dan akses atas informasi teraktual daJam

standar, metodologi, prosedur, dan teknik. Pendidikan dan Pelatihsn Profesional

Berkelanjutan dapet diperoleh melalui keanggotaan dan partisipasi datam

asosiasi profesi. pendidikan dan pelatihan auditor, konferensi. seminar, kursus­

kursus, program pelatihan dl kantor sendiri, dan partisipasi dalam proyek

penelitian yang memiliki substansi di bidang pengawasan.

2200 . Program Pengembangan dan PenJaminanKualltas
Pimpinan APIP harus merancang, mengembangkan, dan menjaga program

pengembangan dan penjaminan kualitas yang mellputl semua aapek kegiatan
audit intern.
25. Pimpinan APIP harus merancsng, mengembangkan, dan menjaga program

pengembangan dan penjamlnan kualitas yang memungkinkan dilakukannya

evaluasUreviu mengenai kesesuetan kegiatan aud~ intern de.ngsn Standar Audit

dan evaluasl apakah auditor menerapkan kode etik.
26. Program pengembangan dan penjaminan kualitas harus mencakup penllaian

intern dan ekstem.
27. Penilalan intern narus mencakup pernantauan b6rnelanjutan atas kine~a

kegiatan audit intern dan penilaian secara berkala dengan penilaian sendin atau

peniJaianoteh orang lain dalam APIP dengan pengetahuan yang cukup tentang

praktek audit intern.
28. Pemantsuan berkelanjutan merupakan bagisn integral dan kegiatan audit intarn

sehari-nari. Pemantauan ber1<elanjutandimasukkan ke dalam kebijakan rutin

dan praktik yang digunakan untuk mengelola kegiatan audit intern dan

menggunakan proses, peralalan. dan informasi yang dianggap pellu untuk
mengevsluasilmereviu mengenai kesesuaian pelaksanaan kegiatan audit intern

sshari-hari dengan Kode Ebk dan Stancar.
29. Penilaian periodik juga dilakukan untuk mengevaluasl kesesualan pelaksanaan

kegiatan audit intern dengan Kode Etik dan Standar.
30. Penilaian ekstem dilakukan melalui telaahan sej8W8t (peer review) dengan

ketentuan sebagaimana diatur detam pedoman tersendiri yang ditetapkan oleh

organisesi profesl.
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Pimplnan APIP wajlb menyusun rencena strateqls lima tahunan sesual dengan

peraturan perundang-undangan.

2. Rencana strategis sekurang-kurengnya berisi visl, misi. tujuan, strategl, program

dan keglatan APIP selama ijma tahun.

Pimpinan APIP wajib menyusun rencana kegiatan audit intern tahunan dengan

mengacu pada rencana strategis lima tahunan yang telah ditelapkan.

3. Rencana keglatan audit intem tshunan bensi rencana kegistan audit intern

dalsm tsnun yang bersangkutan serta sumber daya yang dlperlukan. Penentuan

prioritas kegiatan audit intern didasar1<anpada evaluasVpenHalan nsiko yang

dilakukan oleh APIP dan dengan mempertimbangkan prinsip kewajiban

menindaklanjuti pengaduan dan masyarakat.

3010 - Menyusun Rencana Keglatan Audit Intern

Pimpinan APIP harus menyusun rencana strategis dan rencana keglatan audit

intern tahunan dengan prioritas pada keglatan yang mempunyai risiko

tereesar dan selaras dengan tujuan APIP.

3000 - Mengelola Kcglatan Audit Intern

Pimplnan APIP harus mengelola keglatan audit intern secara efektif untuk

memastlkan bahwa kegiatan audit Intern memberikan nilai tambah bagi auditi.
1. Kegiatan audit intern dikeJolasecara efektlf ketika:

a. Hasil ke~a kegiatan audit Intern mencapai tujuan dan tanggung jawab yang

tertera datern piagam audit intern (audit chartet);
b. Kegiatan audit intern sesuai dengan Stander Audit; dan
c. Orang-orang yang merupakan baglan dan kegiatan audit intem

menunjukkan kesesuaian dengan Kode Etik dan Slandar Audit.

Kegistsn audit Intem menambah nilai auditi (dan pemangku kepentingan) keUka

memberikan jaminan obyektlf dan retevan, dan ber1<ontribusiterhadap efektifitas

dan efisiensi proses tata kelola, manaJemenrisiko, dan pengendaDan.

(Paragraf-paragraf berikul yang dilulis dengan hUM lebal adalah paragraf slandar; yang tisrus

dibaca da/am kerangka paragraf-paragraf penjela.sanyang cft!u6sdengan tnuu! biaS8)

STANDAR PELAKSANAAN AUDIT INTERN

Asosiasi Audl~orln~~rn~~oerintahIndoneSiA (AA:?I)
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3040 - Menetapkan Kebljakan dan Prosedur

Pimpinan APIP harus menyusun kebljakan dan prosedur untuk mengarahkan

kegiatan audit intem.
9. Kebijakan dan prosedur kegiatan audit intern dibuat untuk memasuken bahwa

pengelolaan APIP serta pelaksanaan kegiatan audit intem dapa! dilakukan

secara ekonomis, efisien. dan efektif.

4. Penyusunan reocana kegialan audit intem tahunan didasarksn alas prinsip

keserasian. keterpaduan. menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan

berulang-ulang. serta memperhatikan efisiensi dan efektivitas penggunaan
sumberdaya.

3020 - Mengomunikaslkan dan Meminta Persetujuan Rencana Kegialan Audit
Intern Tahunan

Pimpinan APIP harus mengomunikasikan dan memlnta persetujuan rencana
kegiatan audit intem tahunan kepada pimpinan

kementerianllembagaJpemerintah daerah.

5. Pimpinan APIP mengomunlkasikan rencana kegiatan audit inlem tahunan dan
kebutuhan sumber daya. tennasuk perubahan interim yang signifikan kepada
Pimpinan Kementerian/lembagaIPemertnlah Oaerah untuk disetujui. Apabila

ada keterbatasan sumber daya yang dimitiki APIP maka dampak ketelbatasan

sumber daya ini harus dikomunikasikan oleh Pimpinen APIP kepada Pimpinan
KementerianILembagaIPemerintah Deereh.

3030 - Mengelola Sumber Daya

Plmplnan APIP herus mengelola dan memanfaatksn sumber days yang

dlmiliki secara ekonomls, eroslen, den efektif, serta memprloritaskan alokaei
sumber daya tersebut pade keglatan yang mempunyai fisiko bessr.
6. Sumber daya yang harus dikelola pimpinan APIP melipuli sumber daya

manusia. keuangan. dan peralatan. Sumber daya tersebut harus dikelola sesuai
dengan praktik-praktlk pengelolaan yang senat.

7. Oengan telbatasnya alokasi dana dan Pemerintah make pimpinan APIP

hendaknya membuat skala pncritas pada kegiatan audit intern yang mempunyai

risiko terbesar dan selarss dengan tujuan APIP serta pada kegiatan audit intern
yang menuru! peraturan perundang-undangen harus diselesaikan daiam

periode waktu !ertentu.

8. Keterbatasan surnber daya tidak dapat dijadikan atasan bagi pimpinan APIP

untuk tidak memenuhi Standar Audit.

As05i4~i Audilor In~ern?eneTtn~ah Indon~~l~tAA!P!)
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3070 • MenlndaklanJuti Pengaduan dar! Masyarakat

Plmplnan APIP harus menlndaklanjutl pengaduan dari masyarakal.

16. Pengaduan masyarakat dapat berbentuk pengaduan tertuils atau bentuk

lainnya. Pengaduan tersebut harus dilangani dengan mekanisme dan prosedur
yang jelas, transparan. dan dapat dipertanggungjawabkBn berdasar1<an

peraturan perundang-undangan.
17. Pimpinen APIP berl<ewapbanuntuk menindaklanjuti pengaduan masyarakal,

antera lain ternadao hal-hat sebagai berikul:

10. Kebijakan dan prosedur yang ditetapkan meliputi kebijakan dan prosedur

pengelolaan kantor dan kebijakan dan prosedur pelaksanaan kegiatan audit

intem.
11. Kebijakan dan prosedur yang sedang beljalan direviu terus menerus untuk

memastikan keefektifannya. Kelemahan-kelemahan yang dijumpai dalam

kebijakan dan prosedur, tennasuk penerapannya, senantiasa dikurangi dan

dihilangkan.

3050 - Melakukan Koordlnasl

Pimpinan APIP harus mstakukan koordinasi dengan, dan membagllnformasi
kepada, auditor ekstemal dan/alau auditor lainnya.

12. Tujuan koordinasi adalah untuk memastikan cakupan yang tepat dan

meminimalkan pengulangan kegiatan.
13. Koordinasl dilakukan dengan menyampaikan rencana keglalan audit intern

tahunan serta hasjJ·nasiikegialan audit intem yang telah dilakukan APIP selama

periode yang akan dUakukan pemeriksaan oleh auditor ekstemal dan/atau
auditor lainnya. Oengan menyampalkan hasil·hasil kegiatan audit Intern, auditor

ekstemal dan/atau auditor lainnya dlharapkan akan menoounakan has~ tersebut
untuk mengurangi lingkup penugasannya.

3060 - Menyampalkan Leporan Berkala
Plmplnan APIP harus menyusun dan menyampaikan laporan secara berkaJa

tenlang reallsasi kinerja dan kegiatan audit intern yang dllaksanakan APIP.

14. Leporan dimaksudka.n untuk menyampaikan perl<embangan kegiatan audit

intem sesuai dengan rencana kegiatan audit intem tahunan, harneatan yang

dijumpal, serta rencana kegiatan audit intern periode berikutnya.
15. Laporan dlsampaikan kepada Plmplnan KementerianlLembagalPemerintah

Daerah minimal satu kali dalam enam bulan, atau periode lainnya sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan.

Asosiasi Auditor Intern Pecerin~&h Indonesia (AA:Pt)----------------
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3100 - Sifst Karla Keglatan Audit Inlem

Kegiatan Audit Intern hanus dapat mengavaluasi dan memberikan kontribusl

pada perbaikan tata kelola sektor publik, manajemen risiko, dan ~ngendalian

intern dengan menggunakan psndekatan sistematis dan dlsiplln.

18. Proses lata kelola sektor pUblik.manajemanrisiko,dan pengendalian inlem masing·
maslng tldak didefu1isil<eJlsecara terplsah dan berdiri sendin sebegal sualu proses
dan struklur, melainkan memiliki hubungan antara proses tata kelola seldor publik,

manajemen risilIo, dan pengendalian mtern, Oleh karena itu. Audrtor narus

mengevaluasi proses lata kelola seklor publik, manajemenrisiko. dan pengendallan
intem audi1tsecara keseluruhan sebagai satu kesatuanyang

tidak dipisahkan.

3110 - Tata Kelola Sektor Publlk

Keglatan audit intern hanusdapa! mongovaluasl dan memberikan rokomcndasi

yang sesual unluk menlngkatkan proses tata kelola sektor publlk.

19. Peran kegiatan audit intern, sebagaimana defUlisi audit intern, mencakup

tanggung jawab untuk mengevaluasi dan mengembangkan proses tata kelola
seldor publik sebagai bagian deli fungsl assurance.

20. Kegiatan audit intern harus dapat mengevaluasi dan memberikan rekomendasi

yang sesual untuk meningkalkan proses tala kelola seklor publik dalam

pemenuhan alas tujuan-lujuan berikut:
a. Mendorong penegakan etika dan nilai-nilai yang lepal datarn organisasi

auditi;
b. Memastikan akUntabilitas dan klnerja manajemen auditi yang efektif:

C. Mengomunikasikan informasi risiko dan ~ngendar18n ke area-area

organisasl auditi yang lepal; dan
d. Mcngoordlnasikan kegialan dan mengomunikasikan InformasI dl antara

pimplnan kementerianllembagafpemerinlah daerah, audilor ekslem dan

intem, serta manajemen audlti.
21. Kegialan audit intern harus mengevaluasi rancangan, implementasi, dan

efektivitas eUka organisesi terl<ait sasaran, program, dan kegiatan, serta harus

menilai pula apakah tata kelola teknologi informasl auditi mendukung strategi

dan lujuan auditi.

a. hambatan. keler1ambatan, dan/alau rendahnya kualitas pelayanan publi1<;

b. penyalahgunaan wewenang, lenaga. uang, aset, dan/atau barnng milil<

negara/daerah.

________ __:A.sosiasi Auditor Incern recerintah Indune~la (AA1?I)
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3130 - Pongendalian Intern Pemerlntah

Kegialan audit Intern harus dapat msmbantu auditi delam mempertahankan
dan rnernperbalkl pengendalian yang efektif dengan mengevalu8si efektivitas

dan elisiensi serta dengan mendorong perbaikan terus-menarus.

28. Kegialan audit intern harus mengevaluasi kecukupan dan efelctivilas

pengendalian inlern pernenntah dalam mensnggapi risiko tsta kelols suditi,

operasl, dan slstem informasl mengenal:

a. Pencapalan lujuan stralegls audltl:
b. Keandalan dan inlegritas informa,l keuangan dan operaslonal:

c. EfektiVilas dan efisiensl opera.sidan program;

d. Pengarnenan aset; dan
e. Kepaluhan terhadsp Ilukum, peraturan. kebijakan. prosedur, dan konlrak.

3120 - ManaJemenRlslko

Kegiatan audit intern harus dapat mengevaluasi efektlvitas dan berkontribusi

terhadap perbalkan proses manajemen risiko.

22. Unluk menentukan apakah proses manajemen osiko adalah efeklif yailu melalui

nasn pertimbangan Uudgment) dari penilaian auditor bahwa:

a. lujuan auditi telah mendukung den sejalan dengan visi den misi euditi:

b. osiko yang signifikan telah diidenlifikasi dan dinilei;

c. lenggapan risiko yang tepat tetah dipilih unluk menyelarasken risiko dengan
n'skappetite (selera risiko) auditi: dan

d. informesi risiko yang relevan telah dipetakan dan dikomunlkasikan secara

tepal waklu di seluruh audiU, yang memungkinkan stat, manajemen auditi,
dan pimpinan audili unluk melaksanakan tanggung jawab maslng-masing.

23. Proses manaJemenrislko dimonilor melalui kegiatan manajemen yang

be!1(elanJutan,evaluasi terpisah, atau keduanya.

24. Kegiatan audit intern harus dapat mengevaluasi potensi te~adlnya fraud dan
bagairnena auditi mengelola rislko fraud.

25. Selarna penugesan consulting, auditor harus mengatasi risiko sesuai dengan

tujuan penugesen dan waspada ternadap adenya risiko signiflkan lalnnya.

26. Auditor harus memasukkan pengelahuan tentang risiko yang diperoleh dari
penugasan consulting ke dalam evaluasl proses manajemen risiko audrti.

21. Ketika membanlu manajemen dalarn membangun atau meningkatkan proses

manajemen risiko, auditor harus menahan din untuk mengambll alih lungsi dan

tanggung jawab manajemen.

~~osia~~ Auditor tnt~rnPencrinl~hIndonesia (AkJ?:)
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29. Auditor harus memasukkan pengetahuan tentang pengendallan intem yang

diperoteh dart penugasan consulting datam mengevaluasi proses pengendalian

intern audltl.

3200 - Perencanaan Penugasan Audit Intern

Auditor harus mengembangkan dan mendokumentasikan rencana untuk

setiap penugasan, tenmasuk tujuan, ruang IIngkup, waktu, dan alokasi sumber
daya penugasan.

30. Rencana penugasan audit intern dimaksudkan untuk menjamin bahwa tujuan

audit intem tercapai secara ber1<ualitas,ekonomis. efisien dan efektif.

31. Dalam merencanakan penugasan audit Intem, auditor menetapkan sasaran,

ruang IIngkup. metodologi. dan alokasl sumber daya. Selain itu. auditor penu
mempertimbangkan berbagal hal termasuk sistern pengendallan Intem dan

ketaatan auditi terhadap peraturan perundang-undangan. kecurangan, dan

ketidakpatutan (abuse).

32. Aud~orhalUsmendokumentasikanrencanauntuk setiappsnuqasan audit intem.
3210 - Pertlmbangan dalam Perencanaan

Oalam merencanakan penugasan audit Intern, Auditor harus

mempertimbangkan berbagai hal, tenmasuk sistem pengendallan intern dan
ketidakpatuhan audltJ terttadap peraturan perundang-undangan, kecurangan,

dan ketidakpatutan (abuse).

33. Hal-hal yang pertu dipertimbangkan adalah:

a. taporan hasil audit intern sebelumnya serta tindak lanjut atas rekomendasi
yang materiat dan berkaitan dengan sasaran audit Intem yang sedang

dilaksanakan;

b. sssaran audit intern dan pengujlan·pengu~an yang diper1ukanuntuk

mencapai sasaran audit Intern tersebut;
C. kriteria-kriteria yang akan digunakan untuk mengevaluasi auditi, program.

aktivites, atau fungsi yang diaudit;

d. sistem pengendalian intern auditi, termasuk aspek-aspek penting

Iingkungan tempat beroperasinya auditi:
s. pemahaman tsntang hak dan kewajiban serta hubungan tlmbal batik antara

auditor dengan auditi, dan manfaat audit intem bagi kedua pihak;

f. pendekatan audit intem yang paling efisien dan efek1if;dan

g. bentuk. isi. dan pengguna laporan hasil audit intern.
34. KeUkamerencanakan penugasan audit intem yang melibatkan pihak luar APIP,

auditor harus menetapkan pemahaman secara lertulis dengan mereka tentang

A3cs:asi Auditor Int~cnPe:~rintahIndonesia (AAI?t)------------------
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tujuan, ruang lingkup. tanggung jawab masing-masing. dan harapan lainnya,

lermasuk pembatasan distribusl hasH penugasan audit intem dan akses ke
catalan penugssan.

35. Auditor harus membangun pemahaman dengan klien penugasan consulting

(entang sasaran, ruang Hngkup, (anggung jawab masing·maslng, dan harapsn

klien lainnya. Untuk penugasan yang signffikan, pemahaman Inl harus
didokumentasikan.

3220 - Penetapan Sasaran, Ruang Ungkup, Metodologl, dan Alokasi Sumber
Oaya

Oalam membuat rencana penugasan audit intern, Auditor harus menetapkan
sasaran, ruang lingkup, metodologl, dan slokasi sumber daya.
Sasaran

36. Sasaran untuk penugasan audit adalah untuk menllal bahwa auditi telah

menjalankan kegiatannya secara ekonomis, efisien. dan efektif. Oi samping itu,
sasaran audit juga untuk mendeteksi adanya kelemahan slstem pengendalian

intem serta adanya ketidakpaluhan terhadap peraturan perundang-undangan.
kecurangan, dan ketidakpatutan (abuse).

37. Sasaran penugasan Consulting harus memberikan nilal tambah pada lata kelola
sektor pubtik, manajemen rislko, dan proses pengendalian sampai bates yang

disepakati dengan lIlien.

36. Sasaran penugasan Consulting harus konsislen dengan nitai-nilai APIP.

strategl. dan sasarannya.

Ruang Linglwp

39. Agar sasaran audit tercapai. maka auditor harus menetapkan ruang lingkup

penugasan yang memadai. Ruang fingkup audit mefiputi aspek keuangan dan
operasional audio. Oleh karena itu, auditor akan memeriksa semus buku.

catatan, laporan, aset maupun personalia untuk memeriksa kinerja auditl pada

periode yang diperikse.
40. Oalam melakukan penug8ssn consulting, auditor harus memastikan bahwa

lingkup penugassn cukup untuk sasaran yang disepakati. Jika auditor

mengembangkan syarat lertenlu tenlang ruang fingkup saat penugasan, syarat

ini harus dibicarakan dengan klien untuk menentukan apakah akan melanjutkan
dengan penugasan.

41. Selama penugasan consulting, auditor harus mengatasi pengendalian yang

konsisten dengan sasaran penugasan dan waspada terhadap rnasalah

pengendalian yang signifikan.

A~n$i~$iAuuilor Intern P.aerintah Indone5ia (AAIP!)--------
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3230 • Program Kerja Penugasan
Auditor harus mengembangkan dan mendokumentasikan program karja

penugasan untuk mencapai tujuan penugasan.

45. Program kerja penugasan audit intem harus mencakup prosedur untuk
mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan

informasl selama penugasan, termasuk metodologi yang digunakan, misalnya
audit berbasis teknologi dan teknik sampling. Program kerja penugasan narus

dlrevlu dan dlsetujui sebelum pelaksanaannya, dan setiap penyesuaian harus

mendapat persetujuan segera.
46. Program kerja untuk penugasan consulting dapat bervariasi dalam bentuk dan

isi tergantung pada sitat penugasan.

Metodologi

42. Unluk mencapai sasaran audit berdasarkan ruang lingkup audit yang telah

ditetapkan, auditor harus menggunakan mclodologi audit yang meliputi antara

lain:

a. penetapan waklu yang sesuai untuk melaksanakan prosedur audit intern

tertentu;
b. penetapan jumlah bukli yang akan diuji:

c. panggunaan teknologi auditlntem yang sesuai seperti teknik sampling dan

pemanfaatan komputer untuKalat bantu audit intern;
d. pembandlngan dengan peraturen perundanq-undanqau yang ber1aku;
e. perancangan prosedur audit Intem untuk mendeteksi terjadinya

penyfmpangan dari ketentuen pereturan perundang.undangan, kecurangan

den, kelidakpatutan (abuse).
AJokasi Sumber Daya

43. Auditor narus menentukan sumber daya yang sesuai untuk mencapai sasaran
dalam penugasan audit intem. Penugasan Auditor harus dldasarkan pada

evaluasl atas sifat dan kompleksitas penugasan, keterbatasan waktu. dan
ketersedlaan sumber daya.

44. Audit harus ditaksanakan oleh sebuah tim yang secara kolektif harus

mempunyai kompetensi yang dipertukan untuk melaksanakan audit intern. Oleh

karena itu, pimpinan APIP harus mengalokasikan Auditor yang mempunyai talar

belakang pendidikan formal, pengetahuan, keahlian dan keterampilan,

kompetensi lain serta pengalaman sesual dengan kebutuhan audit,

~~osiasi Aud{rnr InT~rnP~~rint3hIndon.,i~ (AAl?!)
--------------------------
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3240 - Evaluasi ter11adap$Istem Pengendalian Intern

Auditor harus memahami rancangan sistem pengendalian intern dan menguji

penerapannya serta memberikan rekomendasi yang diperlukan

47. Auditor harus mempunyai pemahaman atas sistem pengendalian intem auditi

dan mempertimbangkan apakah prosedur-prosedur sistem pengendalian intem

telah dirancang dan diterapkan secara memadai. Pemahaman atas rancangan

sistem pengendalian intem digunakan untuk menentukan saat dan jangka waldu

serta penentuan prosedur yang dipertukan dalam pelaksanaan audit intem.

Oleh karena itu, auditor harus memasukkan pengujian atas sistem
pengendaOanintern auditi dalam prosedur audit Intemnya,

48. Pemahaman atas slstem pengendalian intern dapat dilakukan melalui
permintaan keterangan, pengamatan, inspeksl catatan dan dokumen, atau

mereviu laporan pihak fain.

3250 - Evaluasi atas Ketidakpatuhan Audit; terhadap Peraturan Perundang-
undangan, Kecurangan, dan Ketidakpatutan (Abuse)

Auditor harus merancang audit intemnya untuk mendeteksi adanya

ketldakpatuhan ter11adap peraturan perundang-undangan, kecurangan, dan

ketldakpatutan (abuse).

49. Dalam merencanakan pengujian untuk mendeteksi adanya ketidakpatuhan

terhadap peraturan perundang-undangan. auditor harus mempertimbangkan

dua faktor berikut rumitnya peraturan perundanq-undangan yang dimaksud dan

masih barunya peraturan perundang-undangan tersebut.
SO.Auditor harus mempertimbangkan risiko terjadinya kecurangan (fraucf) yang

berpengaruh secara signifikan terhadap !ujuan audit intem. Faldor-faktor
terjadinya kecurangan yang narus diperhatikan oten auditor adatan keinginan

atau tekanan yang dialami seseorang untuk melakukan kecurangan.
kesempatan yang memung1<.inkanterjadinya kecurangan. dan sifat atau alasan

seseorang untuk rnetakukan kecurangan.
51. Ketidakpatutan (abuse) bisa terjadi tetapi tidak ada pelanggaran ternadap

peraturan perundang-undangan. Auditor harus mempertimbangkan risiko

leljadinya ketidakpalutan (abuse) yang berpengaruh secara signifikan terhadap

tujuan audit intem. Meskipun demikian. aucncr harus mempertimbangkan
secara hati-hati karena terjadinya ketidakpatutan (abuse) ini bersifat subjektif.

52. Auditor harus menggunakan pertimbangan profesional untuk mendeteksi

kemung1<.inanadanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
kecurangan. dan ketidakpatutan (abuse). Dalam kondisl tertentu, Auditor. sesuai

Asosia~i Audicor Int&rn Pemerin~ahIndonesia {AAIPI}
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mekanisme intern APIP, dlwajibkan untuk metaporkan inddlasi terjadinya

ketidakpatuhan temadap peraturan perundang-undangan, kecurangan, dan
ketidakpatutan (abuse) inl kepada pihak-pihak tertenlu sesuai dengan peraturan

perundanq-undangan.
3300 - Pelaksanaan Pcnugasan Audit Intern

Auditor harus mengidentifikaai, menganallsis, rnanqevaluaal, dan

mendokumentaslkan informas! yang memadal untuk mencapai tujuan
penugasan audit Intern.

3310 - Mengldentifikasllnformasl

Auditor harus mengidentifikasi informasi audit Intern yang cukup, kompeten,
dan relevan.

53. Infonnasi yang dikumpul)(an oleh auditor akan digunakan untuk mendukung

kesimpulan, fakta, serta rekomendasi yang ter1tait.

54. Infonnasi yang cukup ber1laitandengan jumlah Infonnasi yang dapat dijadikan

sebagai dasar untuk penarlkan suatu kesimpulan. Unluk menenlukan

kecukupan infonnasi, auditor harus menerapkan pertimbangan keahllannya
secara profesionaJdan objektif.

55. Infonnasi disebut kompeten lika Infonnasl tersebut sah dan dapat dlandaikan

unluk menjamin kesesuaian dengan faktanya. Infonnasi yang sah adalah

Infonnasi yang memenuhi persyaratan hukum dan peraturan perundang·

undangan. Infannasi yang dapat dlandalkan berkaitan dengan sumber dan cara
perolehan Infonnasi ilu sendiri.

56. Infonnasi disebut relevan jika Infonnasi lersebut secara Iogls mendukung atau

mengualllan pendapat atau argumen yang bemubungan dengan lujuan dan
keslmpulan.

57. Auditor dapat menggunakan tenaga ahli apabila pengetahuan dan
pengalamannya tidak memadai untuk mendapalkan Infonnasi yang cokup,

kompelen, dan relevan. Untuk memahami apakah hasil kerja tenaga ahli dapat
mendukung kesimpulan, auditor harus mempelajaIi metode atau asumsl yang

digunakan oleh tenags ahli lersebut.

3320 - Menganallsls dan Mengevaluasllnformasl

Auditor harus mendasarkan kesimpulan dan hasil penugasan audit intern
pada anattsts dan evaluast Informasl yang tepal
58. Selain untuk mendukung simpulan auditor dan hasil penugasan audit intem,

infonnasi yang dlldenUfikasl, dlanallsls, dan dievaiuasi meliputi pula inlonnasi

yang mendukung adanya kelemahan deism sistem pengendalian intem serta
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3330 - Mendokumentaslkan Informasl

Auditor harus menyiapkan dan menatausahakan pendokumentaslan Intormasi

audit intern dalam bentuk kertas kerja audit Intern. Informasi harus

didokumentasikan dan disimpan secara tertlb dan sistema tis agar dapat

secara efektif diambil kembali, dlrujuk, dan dlanallsls.

59. Infomlasi yang berkaltan dengan perencanaan, pelaksanaan. dan pelaporan

audit intem harus berisi infonnasi yang cukup untuk memungkinkan auditor
yang berpengalaman tetap! tidak mempunyai hubungan dengan audit tersebut
dapat memastikan bahwa infonnasi tersebut dapat menjadi infonnasi yang

mendukung kesimpulan. fakta, dan rekomendasi auditor.

60. Benluk dan isi infonnasi harus dirancang secara tepat sehingga sesuai dengan
kondisi masing-masing penugasan atau [ems audit intern. Infonnasi harus
menggambarkan catatan penting mengenai penugasan audit intem yang

dilaksanakan oleh auditor sesuai dengan Standar Audit dan kesimpulan auditor.

Kuantitas. jenis. dan isi infonnasi audit intem didasarkan atas pertimbangan
profesional auditor.

61. Infonnasi harus berisi:

a. sasaran, fingkup. dan metodologi audit intem, tennasuk krlterla pengambilan

uji palik (sampling) yang digunakan;

b. dokumentasi penugasan yang dilakukan digunakan untuk mendukung

pertimbangan protesional dan fak1ayang ditemukan;

c. infonnasi tentang reviu dan supervisi terhadap penugasan yang dilakukan;
d. penjelasan auditor mengenal Standar Audit yang tidak ditarapkan. apabila

ada. alasan. dan akibatnva.

62. Penyusunan dokumentasi informasi harus cukup rlnci untuk memberikan

pengertian yang jelas tentang sasaran. surnber, dan kesimpulan yang dibuat
oleh auditor. dan harus diatur secara jelas sehingga ada hubungan antara takta

dengan keslmpulan yang ada dalam laporan hasil audit intern.

6'3. Setlap kertas kerja audit intern harus dilakukan revlu secara beljenjang untuk

memastikan bahwe kertas kelja audit intern telah dlsusun dan memuat semua
infonnasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program ketia penugasan.

64. Pimpinan APIP harus menetapksn kebijakan dan prosedur yang wajer mengenei

pengamsnan dan penyimpananintonnasi audil intem setamawaktu terlentu

intonnasi yang mendukung adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan. kecurangan. dan ketidakpatutan (abuse).

A~><,)5iASi ;"'udi1;.or Intern Pemerint"ah indonesia (AAIPl)----------------~~~~~~
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sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumentasi

infonnasi memungkinkan dilakukannya reviu ternadap kualitas pelaksanaan

audit intern, yaitu dengan membeliken infonl)esi tersebut kepada perevlu, balk

delam bentuk dokumen tertulis maupun dalam forrnat elektronik. ApabHa

infonnasi audit Intern hanya disimpan secara elektronik, pimpinan APtP harus

yellin bahwa infonnesi elelctronik tersebut dapat diakses sepanjang periode

penyimpanan yang d~etapkan dan akses temadap informasl elektronfk tersebut
dijaga secara memadai.

65. Pimpinan APIP harus mengembangkan kebijakan yang mengetur pengemanan
dan retsnsi catalan penugasan consulting. serts pendistnbuslannya kepada

pihak intem dan ekstem. Kebijakan inf harus konsisten dengan pedoman APIP
dan persyaratan peraturan atau lainnya yang bersangkutan.

3340 - Supervlsi Penugasan

Pada setlap tahap penugasan audit Intern, auditor harus disupervisi secara
memadai untuk memastikan tercapalnya sasaran, terjaminnya kualitas, dan

menlngkatnya kompetensi auditor.

66. Supervlsl merupakan tindakan yang terus-menerus selama penugasan audit

intem, mulal deri perencaneen hingga dikomunikasikannya haslt akhir audit

intern.

67. Supervisl harus dlarahkan baik pada substansi maupun metodologi audit intem

dengan tujuan antara tain untuk mengetahui:

a, pemehaman tim audit intem etes rencana audit intem:

b. kesesuaian pelaksanaan penugasan audit intern denge" stender audit;
c. kelengkapaninformasi yang tel1landungdalamkertas kerja aud~Intemuntuk

mendukungkesimputandan rekomendasisesuaidangan janis aud~intem;

d. kelengkepan dan akurasi taparan hasil audit intern yang mencakup tsrutama

pada kesimpulan dan rekomendasi sesuel dengan jenis audit Intern.

68. Sernua penugasan au<frtintem harus direviu secam be~enjang sebelum

dikomuni'rlasikannya hasilakhir audi! intem.
69. Reviu secara berjenjang dan periodlk dilakukan untuk memasukan banwa;

a. tim audit intern memahami sasaran dan rencana audit intern:

b. audit intern dilaksanakan sesuai dengan standar audit;

c. prosedur audit intem lelah diikuti;
d. kertas kerja audit intern memoat informasi yang mendukung (akta. simpulan.

dan rekomendasi: dau

e. sasaran audit telah dicapai.

Asosiasi Auditor Intern Pe~~rinc4hrndon~siA(AAIPI)------------------ ----
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4010 - Knterla Komunlkasl Hasi! Penugasan Audit Intern

Komunikasi hasi! penugasan audit intern harus mencakup sasaran dan

ruang lingkup penugasan audit intern serta keslmpulan yang berlaku,

rekomendasi, dan rencana aksi.

2. Komunikasi akhir hasil penugasan audit intem harus bensi pendapat auditor

dan/atau kesimpulan. Ketika dikeluaf1<an.pendapat dan/atau kesimpulan harus
mempertimbangkannarapan auditi dan para pemangkukepentingan lalnnyadan

harus didukungolen informasiyang cukup, kompeten, relevan,dan berguna.

3. Auditor didorong untuk mengakui kinerja yang memuaskan dalam komunlkasl

hasil penugasan audit intern.

4. Ketika merilis/menerbilkan hasil penugasan audit intern, komunikasi harus

mencakup pembatasan distribusi dan penggunaan hasi!.

5. Komunikasi kemajuan dan hasil dan penugasan consulting akan bervartasl

dalarn bentuk dan isi lergantung pada sifat penugasan dan kebutuhan klien.

4000 - Komunlkasl Hasil Penugasan Audit Intern

Auditor harus mengomunlkaslkan hasi! penugasan audit intern.

1. Komunikasl hasl! penugasan audft intern berguna aruara lain untuk:
a. mengomunikasikan hasil penugasan audit intern kepada auditi dan pihak

lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b. menghindari kesalahpahaman atas hasil penugasan audit intern;
c. menjadi bahan untuk melakukan lindakan perbaikan bagi auditi dan inslansi

terkalt; dan

d. memudahkan pemantauan tindak tanjul untuk menentukan pengaruh

tindakan perbaikan yang semestioya telah dilakukan.

(Paragl8f-paragraf berikut yang dftulis dengan hUM lebal adalah paragraf slandar, yang hams

dibaca dalam kerangka paragraf-paragraf penjelasan yang dilulis ciellgall hUM biasa)

STANDAR KOMUNIKASI AUDIT INTERN

A~o$ia5i Audi~or Intern Pene~int~hTndonesia (AAIPI}
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4020 • Kualltas Komunlkasl

Komunlkasl has II penugasan audit Intern harus tepat waktu,lengkap, akurat,

objektIf, meyakinkan, konstruktIf, jelas, serta ringkas dan sing kat.
10. Komunikasi tepat waktu adalah tepat dan bijaksana, tergantung pads

pentingnya masalah, memungkinkan manajernen untuk mengambil tindakan

korektif yang tepaL Agar suatu Informasi bermanfaat secara maksimal, maka

narus dikomunikasikan tepat waktu, Informas! berupa laporen hasil penugesan

audit intem jiks dibuat dengan hatl.nati tetapi tertambat disampaikan, nilainya
menjadi kureng bagi pengguna hasll penugasan audit intem. Oleh karena itu,

auditor harus mengomunikaslkan hasil penugasan audit intem dengan
semestinya dan metakukan audit intem berdasar pemikiran tersebul Selama

penuoasan audit intem berlangsung. auditor dapat mengomunikasikan fakta

4012 • Komunlkasl atas Ketidakpatuhan Auditi terhadap Peraturan

Parundanq-undanqan, Kecurangan, dan KetIdakpatutan (AbuSe)
Auditor harus melaporican adanya ketldakpatuhan terhadap peraturan

perundanq-undanqan, kecurangan, dan ketidakpatutan (abuse).

7. Apabila berdasarkan informasi yang diperoleh. auditor menyimpulkan bahwa
tetah te~adi ketidakpatuhan ternadap peraturan perundanq-undanqan,

kecurangan. dan ketidallpatutan (abuse), audnor harus mengomunikasikan hal
tersebut.

8. Apabila peraturan perundang-undangan mengatur bahwa APIP harus segera
melaporkan adanya ketldakpalutlan tsrnacap peraturan perundang·undangan,

kecurangsn, danketidakpatutan (abuse) makeauditor harus segera melaporkan

sesual dengsn ketentuan intemal APIP tanpa harus menunggu laparan hasll

audit diselesaikan.

9. Audijor dapat menggunakan bantuan konsuttan hukum untuk menentukan

apakah telah terjadi ketidakpatuhan tertladap peraturan perundanq-undanqan

dan kecurengan serta mekanisme pelaporannya.

4011 • Komunlkasl atas Kelemahan Sistem Pengendallan Intern

Auditor harus melaporkan adanya kelemahan atas sistem pengendallan intern

auditl.

6. Kelemahan atas sistem pengendalian intem yang dllapar1<anadalah yang

mempunyai pengaruh slgnlfikan. Sedangkan kelemahan yang tidak signlfikan

cukup disampaikan kepada auditi dalam bentuk surat (management/ette".

A30siasi Auditor tnt.f>rn PC1crint.lh Indone,ia (AAl?:)
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15. Laporen hasn penugasan audit intern narus memuat informasi, yang didul<ung

oleh bukti yang cukup. kompeten. dan relevan dalam kertas kerja audit intern.

Apabila terdapat data yang material ternadap fakta yang drtemukan tetapi
auditor tidak metakukan pengujian temadap data tersebut. make auditor narus

saeara jelas menunjukkan dalam laporan bahwa data tersabut tidak dipefiksa
dan tidak membuat simpuian atau rekomendasl berdasarkan data tersabut.

16. Bukti yang dicantumkan dalam laporan hasil penugasan audit intern narus

masuk akal dan mencerminkan kebenaran mengenai rnasalah yang dilaporkan.

Penggambaran yang benar berartl penjelasan secara akurat tentang lingkup
dan metodologl, serta penyajian fakta yang konsisten dengan lingkup audit

intem. Salah satu eara untuk meyakinkan bahwa hasUpenugasan audit intern

telah mernenuhi standar pelaporan adalah dengan menggunakan proses
pengendalian mutu, seperti proses reterensi.

17. Proses referensi adalah proses dlmana seorang auditor yang tidal< tel1ibat

dalam proses audit tersebut mengujl bahwa suatu fakIB, angka, atau tanggal

(alah dilaporkan dengan bener, bahwa fakla telah dldukung dengan
dokumentasi audit. dan bahwa slmpulan dan rekomendasi secara logis

dldasarkan pada data pendukung.

18. Komunlkasl yang objektif adalah adil, tidak memihak, tidak bias, serta

merupakan hasil dan peniiaien edit dan selmbang dart semua fal<ta dan
keadaan yang retevan. Kredibilitas suatu Iaporan ditentukan oleh penyajian

bukti yang Udak memihak, sehingga pengguna laporan hasn audit dapat

diyakinkan oleh fakta yang disajikan.

19. Laporen has" audit narus adil dan Udakmenyesatl<an. Inl berarti auditor narus
manyajikan hasa audit secara nelral dan meflghindan kaoenderungan melebih­

lebihkan kekurangan yang ada. Daiam menjelaskan kekurangan suatu kinerja.

auditor harus menyajikan penjelasan pejabat yang bertanggung jawab.
tarmasuk perUmbanganatas kesulitan yang dihadapi entitas yang dipenl<sa.

20. Redaksi laporan harus mendorong pengambil keputusan untuk bertindak atas

dasar fakta dan rekomendasi auditor. Meskipun fakta yang dltemukan auditor

harus dlsajikan dengan jelas dan terbuka, auditor harus ingat bahwa satah satu

tUjuannya adaJah untuk meyakinkan. Cara terbaik untuk itu adaJah dengan
menghindari bahasa tapcran yang menimbulkan adanya slkap membela din dan

menentang dan entitas yang diaudit. Meskipun kritik lemadap kinerja yang telah

lalu serlngkaHdibutuhkan, namun iaporan hasa audit Intem harus menekankan

perbalkan ke depan yang dipar1ukan.

___________ .:,;A.3:.o.:,;s:..:i:..:a.:.sl:.._:_A:..:U=d!-COtInl~4n ?ecerinuh Jndnn,.~ioll (AAlP!)



34

Standa_r Iwdit fute.ol Pflm6rinta"h~:rT;n:-::d;::o:;:;n-;;:e:;:C51r-;·a:-----------------

yang ditemukan secara lisan dengan auditi dan auditor juga harus

mempertimbangkan adanya laporan hasil penugasan audit intem sementara

untuk hal yang material kepada auditi dan/atau kepada pihak lain yang tcrkait.

11. Laporan hasil penugasan audit intem sementara tersebut bukan merupakan

pengganti laporan hasil penugasan audit intem akhir, tetapi mengingatkan

kepada pejahat terkait terhadap hal yang membutuhkan perhatian segera dan

memungkinkan pejabat tersehut unluk memperbeikinye sebelum laporan hasil
penugasan audit intern akhir diselesaikan.

12. Komunikasi lengkap artinya tidak kekurangan apapun hal yang penting dan

mencakup semua informasi penting dan relevan sena pengamatan untuk
mendukung rekomendasi dan kesimpulan. Agar hasH audit intem menjadi
lengkap maka harus memuat semua informasi dari informasi audit intern yang

dibutuhkan untuk memenuhi sasaran audit intem. memberikan pemahaman

yang benar dan memadai alas hal yang dilaporkan. dan memenuhi persyaratan
isi laporan hasil penugasan audit intern. Hal ini juga berarti bahwa hasil

penugasan audit intern harus memasukkan informasi mengenai latar belakang
permasalahan secara memadal, harus memberikan perspektif yang wajar

mengenai aspek kedalaman dan signifikansi fakta yang ditemukan datarn audit

intem seperti hubungan antara fakla dengan kegiatan auditi. Hal ini dipertukan

agar pembaca mernperoteh pemahaman yang benar dan memadai.

13. Umumnya, satu kasus kekuranganlkelemahansaja tidak cukup untuk mendukung
suatu slmputan yang luas atau rekomendasl yang berhubungan dengan simpuian

tersebut. Satu kasus itu hanya dapat diartikan sebagai adanya kelemahan,

kesalahan, atau kekurangan data pendukungoJehkarenanya informasiyang telind

perfu diungkapkanoatam hasUpenugasanaudit intern untuk meyakinkanpengguna
laporan hasil penugasanaudit intem tersebul

14. Komunlkasi yang akurat artinya bebas dart kesalahan dan distorsl dan sesuai

kepada fakta-fakta yang mendasari. Perlunya keakuratan didasarkan atas

kebutuhan untuk memberikan keyakinan kepada pengguna bahwa apa yang

dllaporkan memiliki kredibilitas dan dapat diandalkan. Satu ketidakakuratan

dalam laporen hasil penugasan audit intem dapat menimbulkan kereguan atas

keandatan hasil penugasan audit intern dan dapat mengalihkan perhatian
pengguna can substansi Japoran.Oemikian pula. taporen hasll penugasan audit
intern yang lidak akurat dapat merusak kredibilitas APIP yang menerbilkan

laporan dan mengurengi efektivitas laporan hasil penugasan audit intem.

l;.sosiasi t\uditor Intern P~lt('ri!)t;lh t udoncsLc (A>.!?I)
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21. Agar meyakinkan, maka hasil penugasan audit intem harus dapat menjawab

sasaran aud~, menyajikan falda, kesimpuJan, dan rekomendasi yang logis.

Informasi yang disajikan harus cukup meyakinkan pengguna untuk mengakui

validitas fakta tersebut dan manfaat penerapan rekomendasi. Laporan yang

dlsusun dengan cara ini dapat membantu pejabat yang bertanggung jawab

untuk memusatkan perhatiannya atas hal yang memertukan perhatian, dan

dapat membantu untuk melakukan pertlaikan sesuai rekomendasi dalam
laporan hasil audit.

22. Komunikasi Konstruktif adalah yang membantu auditi dan mengarah pada
pertlaikan yang dipertukan.

23. Komunikasi yang [etas adalah mudah dipahami dan logis, menghindari bahasa

teknis yang tidak pertu dan menyediakan semua informasi yang signifikan dan
relevan. Laporen harus mudah dibaca dan dipahami. Laporen harus ditulis

dengan bahasa yang jelas dan sesederhana mungkin. Penggunaan bahasa

yang lugas dan tidak teknis sangat penting untuk menyederhanakan penyajian.
Jika digunakan istilah teknis, singkatan, dan akronirn yang tldak begitu dikenat,

maka hal itu harus didefinisikan dengan jelas. Akronim agar digunakan sejarang
mungkin.

24. Apabila diperlukan. auditor dapat rnembuat ringkasan laporan unluk
menyampaikan informasi yang pentlng sehingga diperhatikan oleh pengguna

laporan. Ringkasan tersebut memuat jawaban lerhadap sasaren audit, fakta­

faIda yang paling material, dan rexcmerdast

25. Pengorganisasian laporan secara logis, keakuratan, dan ketepatan dalam

menyajikan fakta. merupakan hal yang penting untuk memberi keJelasan dan

pemahaman bagi pengguna laporan. Penggunaan judul, sub judul, dan kalimat

topik (utama) akan membuat laporan lebill mudah dibaca dan dipahami. Alat
bantu visual (sepsrti gambar, bagan. grafik, dan peta) dapat digunakan untuk

menjelaskan dan memberikan resume terhadap suatu masalah yang rumit.

26. Komunikasi yang singkat adalah langsung ke titik masalah dan menghindari

elaborasi yang tidak perlu, detail bertebihan, redundansi, dan membuang-buang
kata. Laporen yang ringkas adalah laporen yang tidak lebih panjang dan pada

yang dlpertukan untuk menyampaikan dan mendukung pesan. Laporan yang

tertalu rinei dapat menurunkan kualitas laporan, bahkan dapat menyembunyikan

pesan yang sesungguhnya dan dapat membingungkan atau mengurengi minat

pembaca. Pengulangan yang tidak pertu juga harus dihindari. Meskipun banyak
peluang untuk mempertimbangkan isi laporen,laporan yang lengkap tetapt

Asosiasi Audicor IntGrn PAmerln~Ah Tndona~ia (AAIP1)
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nngkas, akan mencapai hasil yang lebih baik.

Kesalahan dan Kelalaian

27. Jika komunikasi hasil akhir mengandung kesalahan atau kelalaian yang

signifikan, pimpinan APIP harus mengomunikasikan infonnasi yang telah

diperbaikl kepada semua plhak yang menerima komunlkasl asllnya.

4030 - Metodologi, Sentuk, lsi, dan Frekuensi Komunikasi
Komunlkasl audit harus dibuat secara tcrtuiis bcrupa laporan dan harus segera,

yaltu pada kesempatan pertama setelah berakhlrnya pelaksanaan audit

28. Komunikasi audit intem harus dibuat secara tertulis untuk menghindari

kemungklnan salah tatslr atas kesimpulan. fakta, dan rekomendasl auditor.

Keharusan membuat komunikasi secara tertulis tidak berarti membatasi atau

mencegah komunikasilisan dengan auditi selama proses audit bertangsung.

29. Pembualan komunikasi hasil audit secara tenulis dilakukan segera setelah
selesainya pekerjaan lapangan, tanpa narus ditunda.

30. Pembuatan komunikasi audit secara tertulis dapat dilakukan secara berkala

(Interim) sebelum selesainya penugasan/pekerjaan lapangan untuk memenuhi
kebutuhan informasi hasil pengawasan yang mendesak bagi stakeholders.

Komunikasi audit intern melalui laporan has it audit intern, harus dibuat dalam

bentuk dan isi yang dapat dimengerti oleh auditi dan pihak lain yang terkait.

31. Benluk laporan pada dasamya bisa berbentuk surat atau bab. Bentuk surat
digunakan apabila dali hasil audit tidak diketemukan banyak fakta yang

signifikan. Sedangkan bentuk bab digunakan apabila dali hasil audit ditemukan

banyak fakta dan/atau signifikan.

32. Laporan hasil penugasan audit intem, baik bentuk surat maupun bab.

setidaknya harus memual:

a. dasar melakukan audit Intem;

b. identifikasi auditi;
c. tujuan/sasaran. lingkup, dan metodologi audit intem;

d. pemyataan bahwa penugasan dilaksanakan sesuai dengan standar audit;

e. kritena yang digunakan untuk mengevaluasi;
f. hasil audit intern berupa kesimpulan. fakta, dan rekomendasi;

g. tanggapan dan pejabat auditi yang bertanggung ja\vab;
h. pemyataan adanya keterbatasan dalam audit serta pihak-pihak yang

menelima laporan;
i. pelaporan Informasi rahasia apabila ada.

33. Adanya kelemahan dalam sistem pengendalian intem serta adanya

Asosiasj Audi tor Intern Pe:::eri nt&h Indonesia (AAl?i)-----------------------
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ketidakpatuhanterhadapperaturanperundang-undangan.kecurangandan
ketidakpatutan(abuse) disajikansebagaibagiandari pengungkapanfakla.

4040 • TanggapanAudit!
Auditor harus meminta tanggapan/pendapatauditi terhadap kesimpulan. fakta,
dan rekomendasl termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan, secara
tertulls dari pejabat audlUyang bertanggungJawab.
34. Tanggapan tersebut harus dlevaluasi dan dipahami secara seimbang dan

objektif. serta disajikan secara memadai dalam laporan hasit audit intem.
Tanggapanyangdiberikan.sepertijanji atau rencanatindakanperbaikan.harus
dicentumkan dalam laporan hasll audit intern. tetapi tidak dapat diterima
sebagai pembenaran untuk menghilangkan fakta dan rekomendasi yang
berhubungandenganfakta tersebut.

35. Auditor harus melaporkantanggapanpejabat auditi yang bertanggungjawab
mengenaikesimpulan,fakta, dan rekomendasiauditor. serta perbaikanyang
direncanakan.Salah satu cara yang paling efektif untuk memastikanbahwa
suatu laporan hasil audit intern dipandang adil. lengkap. dan objektif adalah
adanya reviu dan tanggapandari pejabatyang bertanggungjawab. sehingga
dapat dlperoleh suatu laporan yang tidak hanya mengemukakanfakta dan
pendapataudttor saja, melainkanmemuat pula pendapat dan rencana yang
akandilakukanolehpejabatyangbertanggungjawabtersebut.

36. Apabila tanggapan dari auditi bertentangandengan kesimpulan,takta, dan
rekomeooasidalam laporanhasit audHintem, dan menurut pendapatauditor
tanggapan tersebut lidak benar, maka auditor harus menyampaikan
ketidaksetujuannya atas tanggapan tersebut beserta alasannya secara
seimbang dan objektif. Sebaliknya. auditor harus memperbaiki taporannya,
apabilaauditorberpendapatbahwatanggapantersebutbenar.

4050 • KesesuaiandenganStandarAudit
Auditor diharuskan untuk menyatakandalamseUap laporan bahwakegiatan·
kegiatannya "dilaksanakan sesuai dengan standar".
37. Auditor dapat melaporkan bahwa penugasan audit telah dUakukansesual

denganstandar.Apabila terdapatketidaksesuaiandenganStandarAudit yang
berdampak pada sualu penugasan audit. komunikasi hasll audit harus
mengungkapkan:
a. PrinsipatauaturanpelaksanaanStandarAudityang tidaktercapai;
b. A1asanmengapate~adlketidaksesuaian;dan
c. Dampakdaripengomunikasianatasketidaksesuaianpadapenugasandan

p~osiasi Auditor Inte~nPe~erintahIndonesia (AAIPI)
-------------------
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hasil penugasan audil

4060 - Pendlstrlbuslan Hasll AudIt Intern

Auditor harus mengomunikasikan dan mendistribusikan hasil penugasan

audit intern kepada pihak yang tepat, sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

38. Pengomunikasian hasll penugasan audit intem harus dilaksanakan tepat waktu

kepada pemberi tugas dan pihak yang berkepentingan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun dalam hal yang diaudit

merupakan rahasia negara maka untuk tujuan keamanan atau dilarang
disampaikan kepada pihak-plhak terlentu atas dasar ketentuan peraturan
perundang-undangan. auditor dapat membatasi pendistribusian hasli audit.

39. ApabUasuatu audit dihentikan sebelum berakhir, tetapi auditor lidak mengeluar1<an

laporan hasil audtt, maka audttor harus membuat catatan yang mengil<htisar1<an

hasHaudltnya sampal tanggal penghentian dan menjelaskan atasan penghentian
audit tersebuL Auditor juga 113(\1Smengomunikasikan secara tertuts alasan

penghentianaudit tersebut kepada auditi dan pajabat lain yang

berwenang.

4100 - Peman!auan TIndak Lanjut
Auditor hanus memantau dan mendorong tindak lanjut atas simpulan, fakta,

dan rekomendasi audit.

40. Auditor harus mendokumentasikan fakta untuk kepertuan pemantauan tindak
lanjut dan memutakhirkan fakta sesuai dengan infonmasi tentang tindak lanjul

yang tetah dilaksanakan auditi.

41. Pemantauan dan penilaian lindak tanjut bertujuan untuk memastikan bahwa
tindakan yang tepat telah dilaksanakan oleh auditi sesuai rekomendasi. Manfas!

audil intem tida.khanya tenetak pada banyaknya fakta yang dilaporkan, namun

juga terletak pada efektifrtas tindak lanjut rekornendasi tersebut. Rekomendasi

yang tidak ditindaklanjuti dapat merupakan indikasi lemahnya pengendalian
auditi daJammengeloia sumber daya yang dlserahkan kepadanya.

42. Apablla auditi telah menindaklanjuti rekomendasl dengan cara yang berlainan
dengan rekomendasi yang diberikan, auditor narus menilai efektifitas

penyetesaian tindak lanjut tersebul Auditor tidak harus memaksakan
rekomendasinya ditindaklanjuti namun harus dapat menerima langkah lain yang

temyata lebih efektif.
43. Pada saat pelaksanaan kegiatan audit intern. auditor harus memeriksa tindak

lanjut atas rekomendasi audit intem sebelumnya. Apabila terdapat rekomendasi

Asosiasi Auditox Inte~nFe~erin~ahIndonesia (AAIPI)
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yang belum ditindakJanjuti, auditor harus memperoleh penjelasan yang cukup

mengenai sebab rekomendasi befurn dilaksanakan, dan selanjutnya auditor wajib

mempertimbangkan kejadian tersebut daJamprogram kerja penugasan yang akan

disusun. Demlklanpula temadap tindak lanjut yang sudah dHaksanakanharus pula

menjadl pematlan dalam penyusunanprogramkerjapenugasan.

44. Auditor harus menilai pengaruh simpulan, fakta, dan rekomendasi yang tidak

atau belum ditindaklanjuti temacap simpulan atau pendapat atas audit intem

yang sedang dilaksanakan.

Asosiasi Acditor Intern Pe~rintah Indonesia (AAIPI)
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c. Audit Dengan Tujuan Tertentu merupakan audit selain audil keuangan dan selain

audit terhadap aspek keuangan tertentu. contohnya antara lain:

1) Audit Ketaatan (ComplianceAudit):
2) Audit Investigalif;

b. Audit Kinerja, contohnya antara lain:

1) Audit dengan Sasaran Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas. serta Ketaatan pada

Peraturan;
2) Post Audit dengan Sasaran Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas, serte Ketaatan

pada Peraturan:

3) Audit Kineria atas Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran;

4) Audit Kinerja atas PeneJimaan. Penyaluran, dan Penggunaan Dana;

5) Audit Kinerja alas Pengelolaan Asel dan Kewajiban;

6) Audit Operasional: dan

7) Valuefor moneyaudit.

A. Kegiatan pemberlan keyaklnan (assurance activities), tardiri dari:

1. Audit, meliputi:

a. Audit Keuangan, terdiri dari:

1) Audit keuangan merupakan audit atas taporan keuangan untuk memberikan
opini secara indepeden. Dalam penugasannya Audftor wajib menggunakan

Siandar Pemeliksaan Keuangan Negara (SPKN) dan/atau Standar Profesional
Akuntan Publik (SPAP) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan
perundanq-undanqan,

2) Audit terhadap aspek keuangan tertentu (audit atas laporan keuangan bukan
untuk membenKan opinl), contohnya antara lain:

(1) Audit atas Bagian dart Laporan Keuanganllnformasi Keuangan;

(2) Audit atas Laporan Pendapatan dan Biaya;

(3) Audit atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas;
(4) Audit alas laporan Aktiva Tetap, Permintaan Anggaran:

(5) Audit Pengelolaan Keuangan Dana Dekonsentrasi: dan

(6) Audit Keuangan Lainnya.

CONTOH RINCIAN KEGIATAN AUDIT INTERN 01 LlNGKUNGAN APIP

Lampiran 1
Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia
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3) Audit atas Tindak KecuranganiFraud Audit
4) Audit atas Kegiatan Melawan Hukuml/llega/ Act Audit;
5) Mengurnpulkan Data dan/atau Informasi Intelijen;

6) Fraud Audit/Illega/ Act Audit/Audit atas Tindak KecuranganlKKNfAudit

ForensiklAudit Investigatif (sebagai kelanjutan sebelurnnya);

7) Mernproses penyelesaian TPfTGR;

8) Melakukan Audit atas Berbagai Indikasi Pemborosan (\Vaste, abuse):
9) Audit Khusus terhadap Adanya Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan

Penyimpangan PemenKsaan terhadap Kasus Keh~angan Aset;

10)Membantu Aparat Penegak Hukum (APH) untuk Memberikan Keterangan

AhliIPendampingan Pemberian Keterangan Ahli dalam Peradilan Kasus HasH
Pengawasan;

11)Membantu Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan Penghltungan

Kerugian Keuangan Negara (Audit PKKN);

12)PemenKsaan dan Pengecekan atas Pengaduan Kasus Dugaan Penyimpangan:
13)Memberikan Kesaksian dalam Peradilan Kasus Hasil Pengawasan Non

Keuangan seperti Kasus Percera.ian, Indisipliner Pegawai. dan Kasus

Persellngkuhan:
14)Audit atas Kepegawalan;

15)Audit atas Pengelolaan Aset;

16)Mengkaji Sistem Pengendalian Manajemen Obyek Pengawasan;

17)Pengendalian Intern terhadap Ketaatan Hukum dan Peraturan atas Proses

Tender, Akuntansi, Hibah, Bantuan. dan Kontrak;

18)Audit Ketaatan atas Hukum dan Peraturan;

19)Audit Komprehensif alas Aspek Pengelolaan Keuangan, Kepagawaian, dan

Asel;
20)Audit penyesuaian harga;

21)Audit klaim;

22)Pemeriksaan serentak;

23)Audit lingkungan;

24)Audit Sosial: audit bantuan kegiatan (misalnya: Bantuan Langsung TunaVBLT);

25)Audit khusus dalam rangka serah terima jabatan (sertijab)/alih jabatan;

26)Pemeriksaan dalam rangka berakhimya masa jabatan kepala daerah;
27)Audit alas catatan-catatan akuntansi intem (imama/accounting records);
28)Audit buril, seperti: melaksanakan verifikasi, serta pengujian dan penilaian

dokumen;

l~sosia$i 1'1.uditor Intern P<tl!:erintdh Indonesia (MIPI)
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4. Pemantauan. cootohnya anlara lain:
a. Pemantauan Tmdak Lanjul HasUPemeriksaan:

3. Reviu. cootohnya anlara lain:

a. Reviu atas Laporan Keuangan;

b. Reviu alas Sislem Pengendalian Intem Pemerinlah (SPIP);

c. Reviu alas Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA);

d. Reviu atas usulan revlsl yang mengubah plalon anggaran;

e. Reviu alas aspek keuangan tertentu;

r. Reviu aspek kinelja tertenlu:

g. Reviu periodik alas pengelolaan keuangan:
h. Reviu atas aspek tertentu penyelenggaraan pemenntahan dan pembangunan:

I. Reviu alas hesi kajian pengewasan lertentu.

2. Evaluasi. contohnya antara lain:

a. Evaluasi dan penilaian atas efektivitas proses tala kelola;

b. Eveluasi dan penilaian alas efektivitas manaJemenrisiko;

C. Evaluasi dan penilaian atas efektivitas penerapan sistem pengendalian inlem;
d. Evaluasi atas efektivilas suatu program;

e. Evaluasi Kelembagaan;

r. Evaluasi Kebijakan;

g. Evalua.siStralegi Pelaksanaan Kegialan;

h. Evaluasi Akunlabifilas Kinelja Inslansi Pemerintah (AKIP).

29) Pemeriksaan ber1<ala.pemeriksaan sewaJctu.walctumaupun pemerikSaan

terpadu;

3O)Audit teknologi infonnasi (Information TechnologyAudit);
31)Audil dengan tujuan tertentu berdasarl<anperminlaan inslansi tertentu;

32)Audit yang bertujuan untuk memberikan pendapat atas pengendalian inlem

organisesi auditl (an Opinion on Ille Internal Control in /he Cilarily);
33)Audit atas PinjamaniHibah Luar Negeri (PHLN);

34)Pemcnxsaan pelaksanaan kebijakan;

35)Pemeriksaan dokumen legalisasi date:
36) Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), seperti V-t.S8 onArrival;
37)Audit untuk tujuan lertentu lainnya. seperti: lelsah stat atas penelaahan usulan

hukuman disiplin; keberatan hukuman disiplin. dugaan KKN. penyalahgunaan

wewenang.

A..osiaSl Auditor Intern Pc~rintah :ndone~ia (AAlrI)
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B. Kegiatan pengawasan lainnya dan kegiatan yang tidak memberikan penjaminan

kualitas (kegiatan consulting), antara lain konsultansi, sosialisasi, dan asistensi.

conlohnya antara lain:

1. Melaksanakan penyuluhanlsoslalisasi dl bldang pengawasan;
2. Memberikan konsultansi di bidang pengawasan;
3. Melaksanakan bimbingan teknislasislensilpendampingan di bidang pengawasan:

4. Melaksanakanbanluan teknis di bidang pengawasan:

5. Melaksanakan pemetaanlmapping dl bldang pengawasan;
6. Melaksanakan penugasan penelitlan di bidang pengawasan;

7. Mengompilasi laporan sekelompok obyek pengawasan dan atau kegiatan yang sejenis;

8. Pengujian terhadep laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dan uniVsatuan kerja;
9. Inventansasi flsik;
10. Cek fisik;

11. Mengumpulkan data danlatau informasi inlelijen non keuangan;
12. Mengkaji aspek tertentu di bidang pengawasan;

13. Mengkaji sistem pengendalian manajemen obyek pellgawasan;

14. Memaparkan hasHaudit (yang merupakan kegiatan tersendiri bukan bagian dan
penugasan audil);

15. Menyusun modul diklat, 5081 ujian. dan mengoreksi hasil ujian di bidang pengawasan;
16. Penatausahaan parsediaan/assat;

17. Pengawasan terpadu peningkatan mulu sekotah;

18. Pengawalan: tes pengadaan CPNS. Garakan Nasional (Gemas):

19. Pembahasan sebab terjadinya penyimpangan;
20. Penyempumaanlpengembangan database auditor;

21. Pengawassn dan pendampingan ujian tertulis oatam proses pengadaan CPNS;

22. Sosialisasi penerapan SPIP;
23. Pembinaan di bidang pengawasan terhadap Sall<erISKPD;dan
24. Menyusun dan memutakhirkan data audit universe.

b. Pemanlauan Ternadap Pelaksanaan Kebijakan;

C. Pemanlauan Realisasi Penyerapan Anggaran;

d. Pemantauan Capaian Kinerja Instansi Pemerinlah; dan

e. Monitoring Dana Dekonsentrasl;

t. Pemanlauan persidangan perkara pidana.

As03ia~i Aucito= Intern Peoerint~h Indonc~ia (AAl?l)
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1. Audit intern adalah kegialan yang independen dan obyeklif datam bentuk pemberian

keyakinan (assU/ance activities) dan konsultanst (consulting activities). yang dirancang untuk

memberi nilai tambah dan menlngkatkan operaslonal sebuah organisesi (audi~1.Kegietan inl
membantu organlsasi [auditi] mencapai lujuannya dengan cara menggunakan pendekalan

yang sistematis dan teratur untuk menllal dan meningkatkan efektivnas dari proses

manejaman fisiko. kontrol [pengendalianJ. dan tata ketola [seldor publikJ.
2. Inspeldorat adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang

dibentuk dengan tugas melaksanakan audit intem di lingkungan Kementerianl

lembaga!ProvinsilKabupatenIKota ........
3. Inspektorat memiliki kawenangan untuk mengakses seluruh informasl,

sistem informasi, catatan, dokumentasi, 8881. dan personil pada inslansl/unit ke~a/satuan

kelja di lingkungan Kementerianllembaga/ProvinslJKabupatenIKota yang
dipertukan sehubcnaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan lungsl audn intem serta

kewcnangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam in!;

4. Pasal 4, PP Nomor 60 Tahun 2008, antara lain menyatakan bshwa Pimpinan Instansi
Pemerintah waJlbmenciptakan dan memelihera lingkungan PengendaGanyang balk metaiul:

1) Penegakan integritas dan nilai etika;

2) KomHmen ternadap kompetensi:

3) Kcpcmimpinan yang kondusif:
4) Pembentukan struktur organlsasl yang sesual dengan kebutuhan:

5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat

6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tenlang pembinaan sumber daya
rnanusta;

7) Mewujudkan peran APIP yang efektif;

6) Hubungan ke~ yang balk dengan Instansl Pernerinlah ter1<aiL

PIAGAM AUDIT INTERN

KOPAPIP

CONTOH INTERNAL AUDIT CHARTER (PIAGAM AUDIT INTERN)

Lampiran 2

Standar Audit Intern Pemerlntah Indonesia

1;30s1a&1 Audito~ Int.t::tl'!~co('-liutd.hIfldonc!ti .. (MIPl)
-----------------



Standar Audit Intern Pemarintah Indonesia

Dlsahkan Oleh

MenteriIPirnpinan Lernbaga/GubemurlBupati/Walikota

( )

Ditetapkan di: .
Pada TanggaJ: ..

mspektur JenderaUlnspektur Utamallnspektur

5 dan lain-lain (diisi sesuai dengan kondisi rnasing-masing APIP, faktor apa yang
pen~ng bagi APIP unluk dapat menjaJankan fuogsioya) .

Piagam Audit Intern mulai bel1aku sejak 180ggal d~etapkan. Piagam Audit Intern 1111dapat

dlrelfiu dan dimutakhirkan secara berkela untuk dilihat kesesuaiannye dan apabila diper1ukan rnaka

akan dilakukan perubahan danlalau penyampumaan guna manjamin keselarasan dengan praktik­

praktik teroaik di bidang audit intem, parubahan lingkungan organisasi, dan perkembaogan praklik­

praktik penye1enggaraan lugas dan fungsi pemerintah. Piagam Audit Intern ini dapat dijadillan

dasar bagi Pimpinan KementerianiLembagaiPemerintah Daerah .....

untuk mengevaluasi kegiatan APIP ......

( )

Asosiasi Auditor !ntQrn P~~rintahIndonesia (k~!Pl)
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2. K.EDUDUKANDAN PERAN INSPEKTQRAT (NAMA APIP

KEMENTERIANlLEMBAGAlDAERAH)
1) Inspektorat (namaAPIP KementerianILembagaIDaerah)merupakan

unit kerja yang dalarn pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan

bertanggung jawab langsung kepada (nama

KementerianILembagalDaereh).
2) Slruktur dan kedudukan Unit APIP adalah sebagai berikuC

a. Struktur organisasi APIP harus dibentuk sesual kebutuhan untuk melaksanakan

baban kerja.
b. Unit APIP dipimpin oleh seoreng Inspektur JenderaVlnspektur sebagai Kepala

UnltAPIP.

1. PENDAHULUAN

1) Piagam Audit Intern (Internal Audit Charlet) merupakan dokumen formal yang
menyatakan tujuan. wewenang. dan tanggung jawab kegiatan audit intern ol€J1APIP.

2) Piagam Audit Intem merupakan penegasan komitmen dari pare pemangku
kepentingan (stakeholdelS) terhadap am pentingnya lungsi audit intern atas
penyelenggaraan pemerintahan di Iingkungan (nama

KementerianILembagaIPemerintah Daerah)
3) Aparat Pengawasan Intem Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang

dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intem di lingkungan pemerintah

pusat dan/atau pemerintah daerah. yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan (BPKP). Inspektorat Jenderal Kementerian, InspektoraVunit
pengawasan intem pada Kementerian Negara, Inspektorat Utamallnspektorat

Lembaga Pemerintah. InspektoraVunit pengawasan intern pada Kesekretariatan

Lembaga nnggi Negara dan Lembaga Negara. Inspektorat ProvinsilKabupaten/Kota,

dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan

peraturen perundang-undangan.

PENJELASAN/SUPLEMEN PIAGAM AUDIT INTERN APIP

Contoh Lampiran Piagam Audit Intern

A!osiasi Audi~orIntern ?enerintah Indone3ia (AAIPI)
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adalah melaksanakan audit intem ternadap pelaksanaan lugas di lingkungan

................................... (KementerianILembagalOaerah), yang paling kurang meliputi:

1) Menyusun dan melaksanakan rencana audit intem tahunan, termasuk
mengidentifikasi dan memutakhil1\an data semua unit keqa yang dapat diawasi (audit

universe) serta dataldokumen yang dlpertukan:

2) Melakukan audit ketaatan (compliance) untuk memastikan bahwa semua
prosedur/area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan. ketentuan, dan prosedur

yang benaku;
3) Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen

risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
4) Melakukan audit kine~a untuk memastlkan efisiensi, efektivitas dan kehematsn dari

seluruh aspek proses bisnis dan operas! organisasi di bidang keuangan. akuntansl,
operasional, sumber daya manusia, pemasaran, leknologl !nformasi dan kegiatan

lainnya;
5) Melakukan audit atas ekonornis. efisiensi dan efektiv~as (value for money audi!),

evaluasi program, evaluasi kebijakan pemerintah,

(Nama APIP Kementeriall/LembagaiDaerah)Tugas pokokInspektOlat ..

4. TUGAS POKOK DAN FUNGSIINSPEKTORAT (NAMA APIP

KEMENTERtANlLEMBAGAlDAERAH)

(Visi dan Misi Disesuaikan dengan rencana stratejik masing-masing APIP)

(Nama APIP KementerianILembagalOaerah) adalah:2) MisiInspektorat .

3. VISI DAN MISIINSPEKTORAT (NAMA APIP

KEMENTERIAN/LEMBAGAIDAERAH)
1) VlSiInspektoral............................ (Nama APIP KementerianILembagaiDaerah) adaJah

mewujudkan fungsi audn intern yang independen, profesional, dan berintegritas dalam

rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan di

tinglwngan (KemenlerianILembagaIPemerintah Oaerah).

c. Kepala Unit APIP diangkat dan dibementikan oten pejabat pembina kepegawaian

sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan

pembei'hentian PNS.

d. Kepala UnitAPIP bertanggung jawabkepada MenterilPimpinan

Lembaga/Gubemur18upatiIWalikota.

e. Auditor yang duduk dalam Unit APIP bertanggung jawab secara langsung

kepada Kepala Unit APIP.

Asosiasi AuuiLO:t Intern PO!t<:lrint.ah Indonesia (AATP'J)
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5. KEWENANGAN INSPEKTORAT (NAMA

APIP KEMENTERIAN/LEMBAGAIDAERAH)

Unluk dapat memenuhl tujuan dan lingkup audit intem secara memadai, Inspektorat

....................... (Nama APIP KementerianilembagaIDaerah) memiliki kewenangan untuk:
1) Mengakses seluruh informasi, sistem informasl, catatan, dokumentasi, aset, dan

personil yang dipet1ukansehubungan dengan petaksanaan fungsi audit intem;

2) Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang

menjadi obyek audit intem dan pegawai lain yang dlperlukan dalam rangka

pelaksanaan aud~ intem;

3) Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultansi dengan
MenterilPimpinan LembagalGubemurlBupalilWalikota dan berkoordinasi dengan

pimpinan lalnnya;
4) Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor ekstemal;

Supaya APIP melaksanekan luges pokoknya dengan efektif. harus menjalankan fungsl:

1) Memberikan keyakinan yang memadai atas kelaatan, kehematan. afisiensi, dan
efektivitas pencapaian lujuan penyetenggaraan lugas dan lungsi Instansi Pemerintah;

2) Memberikan paringatan dini dan menlngkatkan efektivitas manajemen risiko datam
penyelenggaraan lugas dan tungsi Instansl Pemerlntah; dan

3) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan lugas dan lungsi

Instansi Pemerintah.

6) Melakukan pemberlan jasa advis tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen

mencakup anlara lain pelatihan, reviu pengembangan sistem. penilaian mandiri atas

pengendalian dan kinerja.

7) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyeklif tentang kegiatan yang

diperlksa pada semua tingkat manajemen;

8) Membuallaporan hasil audit intern dan menyampaikan laporan lersebut kepada

pimpinan kementerianllembagalpe01erintah daerah dan auditi;

9) Memantau. menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang
telah disarankan;

10) Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit intem yang
dilakukannya; dan

11) Melakukan pemeriksaan khusus apabiJadipertukan.

(dan tetn-tetn, disesuaikan dengen kondisi masingomasing AP/P)

Asosias-i Acditor Intern P~~erint.hhIndonesia (l-.ATP'T)
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7. TUJUAN, SASARAN, DANUNGKUP AUDIT INTERN INSPEKTORAT .

(NAMA APIP KEMENTE.RIAN/LEMBAGAIDAERAH)

Tujuan penyelenggaraan audit intern oleh Inspektorat (nama APIP

KementerianILembagaIDaerah) adalah untuk memberikan nilai tambah bagj pencapaian
tujuan dan sasaran, yaltu:

1) Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan
sasaran penyelenggaraantugasdan lungsi organlsasi .

(KementerianILembagaiPemerintah Daerah).

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT (NAMA APIP

KEMENTERIANILEMBAGAIDAERAH)

Oalampenyelenggaraanlungsl audHintem, lnspektorat (nama
APIP KementelianILembagaIDaerah) bertanggung jawab untuk:

1) secera terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor,

kualitas proses audit intern. dan kualitas hasil audit intem dengan mengacu kepada

Standar Audit yang berlaku;
2) Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Audit Intem

Tahunan yang peduli rtsiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan
sasaran audit intem dengan mempertimbangkan ketersedlaan sumber daya

pengawasan, tennasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kelja
yang dapat diawasi (audit universe) sella dataldokumen yang diperlukan;

3) Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya sehingga dapat

menyelenggarakan fungsi audit intem secara optimal;

4) Melakukan pemanlauan tindak lanjut hasil audft intern;

5) Menyampalkan laporan hasll audit intern dan laporan berikala aktivitas pelaksanaan

lungsi audit intem kepada Pimpinan Organisasi .

(KementerianILembagaiPemerintah Oaerah).

5) Mengalokasikan sumber daya Inspektorat (Nama APIP

KementerianILembagalDaerah) serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup audit

intem;

6) Menerapkan teknik-teknik yang diper1ukanuntuk memenuhi tujuan audit intem;

7) Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang

berasal dari intemal maupun ekstemal .

(KementerianILembagaIPemerintah Daerah) dalam rangka pelaksanaan lungsi audit

intem.

Asosiasi Auditor Intern E'crerintah Indonesia (AA!!:'l)
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9. PERSYARATANAUDITORYANG DUDUKDALAM UNITAPIP;

Persyaratanauditor yangduduk dalamUnit APIP palingkurangmeliputi:

8. KODE EnK DAN STANDAR AUDIT INTERN PEMERtNTAH INDONESIA

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam me1aksanakan pekerjaannya

harus senantiasa mengacu pada Siandar Audit Intem Pemerinteh Indonesia dan Kode

Etik yang d[keluarkan oleh organisasi protest (AAlPI).

Unluk dapal mencapai lujuan dan rungsi audit intern tersebut di alas, maka lingkup audit
intem Inspektorat (namaAPIP KementertanJLembagalDaerah)paling kurang

meliputi:
1) Audit dengan lujuan tertentu termasuk audit kelaalsn uniuk memaslikan bahwa

penyelenggaraantugas dan fungsi .

(KementerianJLembagaiPemerinlah Daerah) telah sesuai ketentuan;
2) Audit kinerja alas peyeJenggaraantugas dan fungsi .

(KementerianILembagaiPemerintah Daerah), yang mencakup audit kinerja atas

pengelolaan keuangan negara dan audit kinerja atas pelaksanaan lugas dan fungsi

..................... (KementerianILembagaiPemenntah Daerah);
3) Reviu atas penyelenggaraanlugas dan rungsi .

(Kemenlerianll...embagaiPemerinlah Daerah), seperti reviu atas laporan keuangan
..............................(KementerianILembagaIPemerintahDaerah)dan reviu alas laporan

kinerja (KementerianILembagaIPemerinlah Daerah);
4} Evaluasi atas penyelenggaraantugas dan tungsi .

(KemenlerianILembagaIPemerinlah Daerah), seperti evaluasi atas Sislem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan Dana

DekonsentrasVTugas Perbantuan;
5) Pemantauan dan aktiVitas audit intem lainnya yang berupa aststensi. sosialisasi. dan

konsultasi terhadappenyelenggaraantugas dan fungsi .

(KementerianllembagaIPemerintah Daerah).

2} Meningkatnya efektivitas manajemn risiko dan pengendalian dalam penyelenggaraan

lugas dan lungsi organisasi (KementertanJLembagaJPemerintah

Daerah).
3) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan lungsi organisasi

......................... (KemcnterianILembagaJPemerintah Daerah) yang bersih dan bebas

dan praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

(dan lain-lain, disesuaikan dengan kondisi masing-masing APIP)

A3osia3i AuuiLor Int~rnP~~Lintahindonesia (KAIPI)
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11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASt
Untuk mewujudkan efektivitas dan elisiensi pelaksanaan fungsi audit intern, Inspektorat

........................ (nama APIP KementerianA.embagalDaerah) penu menjalin kerjasama dan
koordinasi dengan auditi, APIP lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH). dan pihak terkait

lalnnya sesuai peraturan parundanq-undanqan yang ber1aku, serta aparat pengawasan

ekstem pemerintah
INSPEKTORAT (NAMA APIP KEMENTERIANILEMBAGAIDAERAH)

DENGANAUDlTI
1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi audit Intem, maka hubungan antara Inspektorat

................. ........ (nama APIP Kementerian/l...embagaIDaerah) dengan auditi adaiah
hubungan kemitraan antara auditor dan auditi atau antara konsultan dengan

penerima jasa.
2) Dalam setiap penugasan (balk penugasan assurance maupun consulting). audit! narus

memberikandanmenyajikan informasiyang relevan denganruang lingkuppenugasan.

3) Auditi harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit intem yang diberikan olen

Inspektoral (nama APIP KementerianILembagalDaerah) dan

10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR;
1) Auditor tidak boleh terubat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit.

atau terubat daIam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan

obyektivitas auditor.

2) Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabal struktural.

1) Memenuhl sertJfikasi Jabatan Fungsional Auditor dan/atau sertifikasi lain di bidang

pengawasan intern pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan

perundang-undangan:
2) Memiliki inlegritas dan penlaku yang protesonal, independen. jujur, dan obyektif

dalam pelaksanaan tugasnya;

3) Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenal teknis audit dan disiplin ilmu lain

yang relevan dengan bidang lugasnya:
4) Wajib mematuhi Kode Elik dan Standar Audil tntern Pemerintah Indonesia;
5) Wajib menjagakerahasiaaninformasi lerkait dengan peiaksanaantugas dan tanggung

jawab audit intem kecuaDdtwajibkanberdasarkanperaturanperundang-undangan;

6} Memahami prinsip.prinsip tata kelola organlsasl yang baik. pengendalian intern
pernerintan, dan manajemen risiko: serta

7) 8ersedia meningkatkan pengetahuan. keahlian. dan kemampuan profesionalismenya

secara terus-menerus.

___________ .:.:;..::~O:.:":.:i::d::"::i _:A::u::d::it:.:O:.:'--=-1 n:::t:.:o:.:.::1:n Fe~er intah t ndone~i8 (A.~l PI)
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DENGAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN PEMERINTAH
1) Inspektorat (namaAPIP KemenlerianilembagaiOaerah) menjadi mltra

pendamping bagi aparat pengawasan ekstem pemerinlah selama pelaksanaan

penugasan. balk sebagai penyedia datafmformasi maupun seOOgaimitra auditi pada

saal pembahasan simpulan hasil audit.
2) Inspektorat (nama APIP KementerianilembagaiOaerah) dapat

berkoordinasi dengan aparat penqawasan ekstem pemeJintah untuk mengurangi

duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat KementerianilembagaJOaerah.
3) Tlndak lanjut dan status atas seliap rekomendasi audit yang disampalkan aparal

pengawasan ekstem pemerintah merupakan bahan pengawasan bagi lnspektorat

......................... (nama APIP KementerianILembagaJOaerah) terhadap

penyelenggaran tugas dan fungsi instansi pemerintah.
4) Inspektorat (namaAPIP KementerianlLembagaJOaerah)

menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK·RI sebagaimana dlwajibkan
Undang.Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan BPKP sebagaimana diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian intern

Pemerinlah (SPIP).
INSPEKTORAT (NAMA APIP KEMENTERIAN/LEMBAGAIDAERAH)

OENGAN BAOAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

(NAMA APIP KEMENTERIANILEMBAGAIDAERAH)

mengenai kebijakan pengawasan naslonal, sinergi pengawasan nasional. dan

mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
3) Koordinasi pelaporan. baik yang bersifal laporan periodik maupun laporan hasll

pengawasan.

INSPEKTORAT .

Koordinasi Pengawasan (RakolWas) yang

yang belWenang guna menyamakan persepsi

2} Berpartisipasi dalam Rapat

diselenggarakan oleh instansi

melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit intem kepada

Inspektorat (nama APIP KementerianilembagaiOaerah) sesuai

dengan prosedur yang beriaku.

INSPEKTORAT (NAMA APIP KEMENTERIAN/LEMBAGAIDAERAH)

DENGAN APIP LAINNYA. APARAT PENEGAK HUKUM (APH). DAN PIHAK TERKAIT

LAINNYA SESUAI PERATURAN PERUNDANG·UNDANGAN YANG BERLAKU

1) Inspektorat (nama APIP KemenlerianilembagalDaerah) wajib

menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang

dikeluarkan oleh instansi yang belWenang daJammenenlukan arah kebijakan dan
program audit intem Inspektorat (nama APIP

KementerianILembaga/Oaerah).

~osi~::;i Auditor Intern Pe::l;(>rintahIndonesia (AA!PI)
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WALIKOTtALEMBANG'

HARNOJOYO

1) Inspektorat (nama APIP KementerianilembagaJDaerah) menjadl mitra
kerja bagi instansi pembina penyelenggaraan Sislem Pengendalian Intem Pemerintah
(SPIP) dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intem pemerinlah
yang meliputi:

a. pencrapan pedoman leknis penyelenggaraan SPIP;
b. sostausasl SPIP;
C. pendidikandan pelatihan SPIP;
d. ,)e. 'lbimbingan dan konsultansi SPIP; dan
e. peningkatan kompelensi auditor APIP.

2) Inspekloral (namaAPIP KemenlerianilembagaJDaerah)harus
menggunakan peraluran-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang
dikeluarkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

12. PENILAIAN BERKALA

1) Pimpinan APIP secara berkala harus menilai apakah tujuan. wewenang. dan
tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagalll Audit ini tetep memadai datam
kegiatan audit intem sehingga dapat mencapai tujuannya.

2) Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada MenterIJPlmplnan
LembagafGubemuf/BupaliMJaJikota.

13. PENUTUP
Piagam Audit Intem rnulal berlaku sejak tanggal ditctapkan dan apabiia diperlukan maka
akan dilakukan perubahan danlatau penyempumaan guna menjamin keselarasan dengan
praktik.praktik terbaik di bidang pengawasan. perunanan lingkungan organisasi. dan
per1<embanganpraktik·praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi perr.erintah.

l\sosiasi .~uditot" Intarn ~emerintah Indonesia (AAIPI)




